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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karena atas izin-
Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun Anggaran 2021 beserta Indikator Kinerja dapat diselesaikan dengan
baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah.

Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat hasil pengukuran
kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta
penerapan dan pencapaian SPM dan LAKIP yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
pada tahun 2021. Dalam laporan ini juga disampaikancapaian kinerja pada setiap
urusan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman
penyusunan LPPD tahun 2021

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan,
untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
oleh pemerintah. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan
bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan roda

pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA
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BAB |
PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia sebagaimana tujuan pembangunan
nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan usaha dan
kerja sama yang serasi, selaras dan seimbang antara pembangunan nasional dan
pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah merupakan sebuah konsekuensi penyelenggaraan urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan
upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik, maka kepala Daerah wajib melaporkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1
Peraturan tersebut, sebagai berikut :

1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnnya disingkat
LPPD adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat yang memuat capaian kineja penyelenggaraan pemeritahan
daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

2) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnnya disingkat LKPJ
adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan
pemeritahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan
oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
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Berpijak pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Laporan
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan
salah satu perwujudan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah,
sekaligus sebagai pertanggunganjawaban moral kepada Pemerintah dan
masyarakat Sulawesi Tengah.

Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
ini merupakan progress report terhadap laporan pelaksanaan tugas dan
perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan masyarakat. Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah ini secara garis besar menggambarkan aspek-aspek
berikut ini :

1. Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Data Umum Daerah;
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

o &M 0N

Penutup;

1.1 Latar Belakang
1.1.1 Penjelasan Umum
a. Undang — undang Pembentukan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten vyaitu:
Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah
Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam
perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya
sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan
yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan
tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan.
Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah
maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-
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undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten

Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga

akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas)

Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845

Desa dan 175 Kelurahan.

b. Data Geografis Wilayah

+ Batas Administrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai

berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi

Gorontalo.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku

Utara.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan

Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi

Sulawesi Barat.

X3

%

Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29

km2.Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75 kmz,

dansecara geografis Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2022’
Lintang Utara dan 3048 Lintang Selatan serta 119022 dan 124022’

Bujur Timur.

X3

%

Topografis.

Dilihat dari letak wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar

merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi serta daratan rendah

yang terdapat didaratan, lembahdan berada di daerah pantai.

Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb :

- Daratan rendah dengan ketinggian 0—100 meter dari permukaanlaut

sekitar 20, 20 persen.
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- Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut
sekitar 27,20 persen,

- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut
sekitar 26,27 persen.

- Wilayah dengan ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut
sekitar 26,33 persen.
Demikian juga dengan tingkat kemiringan lahan, yakni:

- Kemiringan 0-2 derajat sekitar 13,00 persen.

- Kemiringan 2,1-15 derajat sekitar 1,00 persen.

- Kemiringan 15,1-40 derajat sekitar 16,10 persen.

- Kemiringan diatas 40,1 derajat sekitar 50,60 persen.

- Pulau-pulau kecil (belum terdata) sekitar 19,30 persen.

Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang
mempunyai kekayaan alam yang cukup beragam,kandungan mineral,air
dan segala isinya,flora dan fauna yang beraneka ragam. Kawasan
lindungdi Sulawesi Tengah dengan proporsi 35,55% dari luas total
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, daerah kawasan lindung ini
menyebar merata diseluruh wilayah Sulawesi Tengah. Jenis kawasan
lindung di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria kawasan

lindung terdiri dari :

X3

%

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,
meliputi :
- Kawasan hutan lindung

- Kawasan resapan air

X3

%

Kawasan Perlindungan setempat, meliputi :
- Sempadan Pantai

- Sempadan Sungai

- Kawasan sekitar danau

- Kawasan sekitar mata air.

7
'0

)

Kawasan suaka alam, meliputi :
- Kawasan cagar alam
- Kawasan suaka marga satwa.

« Kawasan pelestarian alam, meliputi :
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C.

- Kawasan Taman Nasional
- Kawasan Taman Hutan Rakyat
- Taman Wisata Alam.
+ Kawasan Cagar Budaya
+ Kawasan rawan Bencana Alam.
« Kawasan lindung lainnya meliputi :
- Kawasan taman baru

- Kawasan Pantai berhutan bakau.

Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan
karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan,
namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus
diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan
kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan
karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah
penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat digunakan
sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran
penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok
pada lokasi tertentu, sehingga menyebabkan pola penyebaran tidak
merata. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya ditemukan
di wilayah perkotaan, karena merupakan sentra aktivitas ekonomi.

Secara rinci sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2021

No.

Kabupaten/kota

Jumlah Penduduk Tahun

2017 2018 2019 2020 2021
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Banggai 123.934
1. 116.811 117.633 118.400 120.142

Kepulauan
2. | Banggai 365.616 | 371.322 | 376.810 | 362.275 | 369.344
3. | Morowali 117.330 119.292 121.300 161.727 | 162.098
4. | Poso 245993 | 251.185 | 256.390 | 244.875 | 248.698
5. | Donggala 299.174 | 301.591 304.110 | 300.436 | 306.598
6. | Tolitoli 230.996 | 233.409 | 235.800 | 225.154 | 223.427
7. | Buol 155.593 158.790 162.180 145.254 | 150.924
8. | Parigi Moutong 474.339 | 482.794 | 490.920 | 440.015 | 451.312
9. | Tojo Una-Una 150.820 152.476 153.990 163.829 | 166.327
10. | Sigi 234,588 | 237.011 239.420 | 257.585 | 258.483
11. | Banggai Laut 72.298 73.697 75.000 70.435 72.902
12. | Morowali Utara 122.985 125.624 128.320 120.789 | 126.812
13. | Palu 379.872 | 385.619 | 391.380 | 373.218 | 373.654

Sulawesi Tengah 2.966.325 | 3.010.443 | 3.054.023 | 2.985.734 | 3.034.513

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Sulawesi Tengah

selama 5 tahun terakhir dari 2017-2021 cenderung meningkat, yakni

dari 2.966.325 jiwa pada tahun 2017 menjadi 3.034.513 jiwa pada

tahun 2021. Terlihat bahwa di kabupaten Parigi Moutong yang

terbesar, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing Kota
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Palu, dan Kabupaten Banggai, sedangkan jumlah penduduk terendah

berada di Kabupaten Banggai Laut.

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukan

tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu

tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk

dasar. Pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga

metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Secara rinci

data pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten di

Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 1.2.

d. Jumlah Kabupaten/Kota
Tabel 1.2
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021

Provinsi

Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
No. Kabupaten Rataan
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020
1. | Banggai Kepulauan 0,69 0,70 0,65 1,47 0,88
2. | Banggai 1,55 1,56 1,48 -3,86 0,18
3. | Morowali 1,85 1,67 1,68 33,33 9,63
4. | Poso 2,15 2,11 2,07 -4,49 0,46
5. | Donggala 0,94 0,81 0,84 -1,21 0,34
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6. | Tolitoli 1,09 1,04 1,02 -4,52 -0,34
7. | Buol 2,16 2,05 2,13 -10,44 -1,02
8. | Parigi Moutong 1,82 1,78 1,68 -10,37 -1,27
9. | Tojo Una-Una 1,08 1,10 0,99 6,39 2,39
10. | Sigi 1,04 1,03 1,02 7,59 2,67
11. | Banggai Laut 1,99 1,94 1,77 -6,08 -0,10
12. | Morowali Utara 2,21 2,15 2,15 -5,87 0,16
13. | Palu 1,54 1,54 1,49 -4,64 -0,02

Rata-rata 1,53 1,49 1,45 -2,24 0,56

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Berdasarkan perhitungan data penduduk BPS Tahun 2017 hingga 2021
pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus menurun setiap
tahunnya. Tercatat pada Tahun 2016-2017, rata-rata pertumbuhan penduduk
sebesar 1,53 persen dan pada Tahun 2019-2020 pertumbuhan penduduk menurun
menjadi 2,24 persen.

Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan
sumber daya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan
tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah
pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah

yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah
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beberapa masalah kependudukan antara lain persebaran dan kepadatan

penduduk dalam suatu daerah. Secara rinci data Tingkat Kepadatan

Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat

pada Tabel I.3.

Tabel 1.3

Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kepadatan
Jumlah Penduduk Luas Wilayah
No. Kabupaten Penduduk
(jiwa) (Km?)

(Jiwa/Km?)
1. | Banggai Kepulauan 120.142 2.488,79 0,65
2. | Banggai 362.275 9.672,70 1,48
3. | Morowali 161.727 3.037,04 1,68
4. | Poso 244 .875 7.112,25 2,07
5. | Donggala 300.436 4.275,08 0,84
6. | Tolitoli 225.154 4.079,77 1,02
7. | Buol 145.254 4.043,57 2,13
8. | Parigi Moutong 440.015 5.089,91 1,68
9. | Tojo Una-Una 163.829 5.721,15 0,99
10. | Sigi 257.585 5.196,02 1,02
11. | Banggai Laut 70.435 725,67 1,77
12. | Morowali Utara 120.789 10.004,28 2,15
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13. | Palu 373.218 395,06 1,49

Provinsi Sulawesi Tengah 2.985.734 61.841,29 48
Tahun 2019 49
Tahun 2018 49
Tahun 2017 48

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2017-2021.

Tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat

sejak periode Tahun 2017-2020 yakni dari 48 jiwa/Km?2 pada tahun 2017
menjadi 49 jiwa/Km2 pada Tahun 2019. Kota Palu merupakan daerah yang
memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara terendah di
Kabupaten Morowali Utara

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan

Pegawai Pemerintah

Tabel Jumlah PNS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO Uraian Jenis Kelamin
Total
Pria % Wanita %
Provinsi Sulawesi Tengah | 5537 48.21% | 5949 51.79% | 11486

Keadan PNS Provinsi Sulawesi Tengah 2021
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NO | Jenis Kelamin Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1. Pria 6456 6221 5993 5831 5537

2. Wanita 6316 6241 6199 6094 5949
Total 7.147 12.772 12.462 12.192 11.925

PNS Provinsi Sulawesi Tengah 5 Tahun Terakhir
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f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO. URUT! URAIAN ANGGARAN 2021 REALISASI 2021 (%) REALISASI 2020
4 PENDAPATAN DAERAH 4.327.677.511.238,00 4.690.755.791.004,80 108,39 4.193.329.057.130,07
1.247.983.639.798,00 1.494.014.931.911,51 119,71 1.122.670.398.589,07
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934.000.000.000,00 1.074.421.924.800,60 115,03 914.780.331.698,60
4.1.1 Pajak Daerah
18.092.405.000,00 19.110.160.345,00 105,63 14.690.106.655,58
4.1.2 Retribusi
32.380.692.073,00 32.558.872.743,29 100,55 21.914.954.430,00
Daerah
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 263.510.542.725,00 367.923.974.022,62 139,62 171.285.005.804,89
4.1.4 - . .
Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.022.204.549.603,00 3.144.403.189.573,00 104,04 3.056.236.498.750,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.1 3.022.204.549.603,00 3.144.403.189.573,00 104,04 3.055.555.418.224,00
Dana Perimbangan
4.2.1.1 2.977.169.551.603,00 3.099.368.191.573,00 104,10 3.030.626.794.224,00
Dana Insentif Daerah (DID)
4.2.1.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 45.034.998.000,00 45.034.998.000,00 100,00 24.928.624.000,00
4.2 2 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 681.080.526,00
4.2 2 2 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 0,00 0,00 681.080.526,00
4.3 Pendapatan Hibah
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 57.489.321.837,00 52.337.669.520,29 91,04 14.422.159.791,00
4.3.1
4.3.3
22.084.408.107,00 16.767.305.768,00 75,92 14.422.159.791,00
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI 35.404.913.730,00 35.570.363.752,29 100,47 0,00
5 . .
Belanja Pegawai 4.669.877.792.403,00 4.319.599.809.754,93 92,50 4.281.057.917.890,90
Belanja Barang dan Jasa 3.500.149.393.125,00 3.289.856.910.184,77 93,75 3.144.723.540.352,95
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1 Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
11
1.2 BELANJA MODAL
1.5 Belanja Modal Tanah
1.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
.2
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
2.1 Irigasi Belanja Modal Aset Tetap
2.2 Lainnya
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.4 Belanja Tidak Terduga
2.5 BELANJA TRANSFER
-3 Belanja Bagi Hasil
.3.1
.4
4.1

1.458.829.705.062,00 1.263.356.173.715,00 86,60 1.348.495.563.229,00
1.474.431.810.012,00 1.323.897.277.824,77 89,79 907.419.260.623,95
572.263.574.741,00 699.443.960.645,00 122,22 887.617.216.500,00
3.624.303.310,00 3.159.498.000,00 87,18 1.191.500.000,00
551.710.548.662,00 472.826.631.415,16 85,70 665.439.891.390,95
2.575.077.500,00 868.556.000,00 33,73 835.750.000,00
156.781.842.193,00 118.899.402.834,00 75,84 229.478.761.975,00
160.486.066.118,00 146.500.635.512,15 91,29 244.805.546.096,95
211.720.700.951,00 203.823.761.156,01 96,27 147.282.208.399,00
20.146.861.900,00 2.734.275.913,00 13,567 43.037.624.920,00
48.340.941.009,00 23.674.085.565,00 48,97 2.399.381.313,00
48.340.941.009,00 23.674.085.565,00 48,97 2.399.381.313,00
560.676.909.607,00 533.242.182.590,00 95,11 468.495.104.834,00
504.788.909.607,00 502.418.982.590,00 99,53 427.382.228.304,00
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NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) REALISAS
2021 2021 12020

5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 55.888.000.000,00 30.823.200.000,00 55,15 41.112.876.530,00
SURPLUS / (DEFISIT) (342.200.281.165,00) 371.155.981.249,87 (108,46) (87.728.860.760,83)

6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 342.200.281.165,00 342.200.237.073,77 100,00 429.929.141.925,60
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 342.200.281.165,00 342.200.237.073,77 100,00 429.929.141.925,60
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 342.200.281.165,00 342.200.237.073,77 100,00 429.929.141.925,60
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 713.356.218.323,64 0,00 342.200.281.164,77

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebelum Audit BPK R/
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Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah
direncanakan sebesar Rp.4.327.677.511.238,00 pada akhir desember tahun
2021 terealisasi melebihi target sebesar Rp.4.695.449.444.004,80 atau
108,50 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp.1.247.983.639.798,00 terealisasi melebihi dari
yang ditargetkan sebesar Rp.1.494.014.931.911,51 atau 119,71 persen.
Dana Perimbangan yang merupakan transfer Pemerintah Pusat Tidak
terealisasi seluruhnya dalam kurun waktu tahun 2021. Hal ini ditunjukkan
dengan target angka dana perimbangan pada tahun 2021 sebesar
Rp.3.022.204.549.603,00 terealisasi sebesar Rp.3.149.096.842.573.00 atau
sebesar 104,20 persen. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam
APBD bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian Otonomi
Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun
Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.57,489,321,837,00 pada akhir tahun
terealisasi sebesar Rp.52,337,669,520,29 atau sebesar 91,04 persen.

Pada Tahun 2021 Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah direncanakan
sebesar Rp. 4.669.877.792.403,00 dan pada akhir desember tahun 2020
terealisasi sebesar Rp. 4.319.599.809.754,93 atau 92,50 persen. Belanja

Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja
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Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Target Belanja Operasi pada Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp. 3.509.149.393.125,00 terealisasi kurang dari rencana yang
ditargetkan yaitu sebesar Rp. 3.289.856.910.184,77 atau 93,75 persen. Hal
ini disebabkan realisasi belanja pegawai hanya mencapai 86,60 persen,
Belanja Hibah 122,22 persen, Belanja Bansos 87,18 persen, Belanja Barang
dan Jasa 89,79 persen. Sedangkan di sisi Belanja Modal pada tahun 2021
menargetkan pengeluaran belanja sebesar Rp. 551.710.548.662,00
terealisasi sebesar Rp. 472.826.631.415,16 atau terealisasi sebesar 85,70
persen. Belanja ini terdiri dari realisasi belanja Belanja Modal Tanah sebesar
33,73 persen, Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 75,84
persen serta Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 91,29 persen,
Jalan, Jaringan, dan Irigas terealisasi sebesar 96,27 persen, dan Belanja Aset
Tetap terealisasi sebesar 13,57 persen. Kemudian pada target dan realisasi
Belanja Tidak Terduga menargetkan pengeluaran sebesar Rp.
48.340.941.009,00 terealisasi sebesar Rp. 23.674.085.565,00 atau
terealisasi 14,29 persen. Sedangkan pada Belanja Transfer pada tahun 2021
menargetkan pengeluaran dengan target sebesar Rp. 560.676.909.607,00
terealisasi sebesar Rp. 533.242.182.590,00 terealisasi 95,11 persen. Belanja
ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar 99,53 persen, Belanja
Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 55,15 persen. Pada Tahun 2021
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sulawesi Tengah ditargetkan sebesar Rp.

342.200.281.165,00 dan realisasi Total Pembiayaan Netto pada akhir tahun
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1.1.2

2020 adalah sebesar Rp. 342.200.237.073,77. Sehingga menghasilkan
jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.

713.356.218.323,64

Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan,
tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah,
nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu
pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat,
Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi
obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”
Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang
terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun1964, Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang

disahkan pada 23 september 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi
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Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah dan berwenang menmgatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik
Indonesi, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1

kota.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Akselerasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam
mewujudkan implementasi otonomi daerah, merupakan kebiakan yang sangat
strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor
endowmwent yang dimiliki daerah. Secara garis besar eksistensi RPJMD
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, dinyatakan strategis oleh
karena beberapa faktor, anatara lain : Pertama, dokumen perencanaan yang
disusun, disamping melanjutkan tahapan pembangunan RPJMD periode
2016-2021, juga mempertimbangkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan
budaya dua momentum penting dalam kaitannya dengan perencanaan
pembangunan, yaitu (1). Kondisi pasca gempa dan tsunami, (2). Konisi saat
dan pasca pandemi Covid-19 (new normal); Kedua, RPJMD juga
mengakomodir aspek kewilayahan secara holistik-integratif  dan

komprehensip dalam suatu pendekatan perencanaan yang “ /ncorporated’,
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sehingga tercipta keselarasan perencanaan perencanaan antar
kabupaten/kota dengan provinsi; Ketiga, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026 akan menjadi acuan dan pondasi yang kuat untuk menjadi
titik awal dalam penyusunan klerangka perencanaan jangka panjang daerah

(RPJMD) periode selanjutnya menuju 100 tahun Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebgai suatu rangkaian proses, penyusunan RPJMD dilaksanakan
berdasarkan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi
pedeoman dan arahan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber
daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna. Optimalisasi
pemanfaatan potensi daerah menjadi sumber daya pembangunan harus
didukung oleh model dan paradigma perencanaan dengan pendekatan
holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, yaitu suatu perencanaan yang
sistematis, terstruktur dan terukur serta pelibatan seluruh masyarakat secara

partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
daerah hanya dapaty diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan
yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan
yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan,

merupakan ajuan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun
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program dan kegiatannya masing-masing. Misi merupakan cara bagaimana
mewujudkan Visi, sehingga perencanaan pembangunan harus disusun dan di
rumuskan secara rinci dan realistis disertai dengan tindakan nyata sebagai

arah kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi
masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara
obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk
diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang
tersedia berdasarkan keragaman potensi kewilayahan. Pemanfaatan
kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna
menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga
pemnerintahan dan pembangunan dapat terselenggara secara konsisten dan

berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD
juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita —
citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (/everage)
bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih
baik dimasa mendatang. Secara konsepsionbal gagasan “/ncorperated”
merupakan suatu pendekatan perencanaan yang memadukan perbedaan
potensi kewilayahan menjadi satu kekuatan dalam menentykan arah dan

tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis.
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Pencapaian tujuan pembangunan harus pula ditunjang oleh
pengelolaan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah melalui pemberdayaan masyarakat, memnyatukan persepsi,
interpretasi  dan  komitmen seluruh elemen masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah.

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan,
tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah,
nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu
pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat,
Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi
obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”
Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi
yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun1964, Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat |

Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang
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disahkan pada 23 september 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi
Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah dan berwenang menmgatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik
Indonesi, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1

kota.

Visi sebagai cita-cita dan haraopan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi

Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dimaknai pada tabel berikut:

Tabel I.1.

Perumusan Penjelasan Visi

Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi

1.Gerak Cepat mDapat dimaknai sebagai suatu
tindakan yang dilakukan secara
cepat melebihi tindakan normal,
termasuk cepat dalam bertindak
untuk menyelesaikan berbagai
masalah, serta cepat mengetahui
jika terjadi suatu kesalahan untuk
kemudian memberikan solusi yang

tepat.
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Visi

Pokok-Pokok Visi

Penjelasan Visi

‘SULAWESI
TENGAH MAJU,
MANDIRI DAN
BERDAYA

SAING”

2.Lebih Sejahtera

= Dapat dimaknai sebagai gambaran

kondisi masyarakat Provinsi
Sulawesi Tengah yang terbebas
dari ancaman dan tekanan fisik,
terpenuhi  kebutuhan dasarnya,
baik pangan, sandang, perumahan
yang layak dan memperoleh akses
pelayanan dasar dibidang
pendidikan dan kesehatan yang
lebih berkualitas dan adil bagi
seluruh masyarakat serta
terbukanya kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha dengan
penghasilan yang lebih memadai.
Lebih  sejahtera juga dapat
dimaknai sebagai kondisi
masyarakat yang memiliki akses
yang lebih luas dan lebih merata

dalam menmgembangkan potensi
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Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi

dirinya untuk memenuhun
kebutuhan dasarnya secara
ekonomi dan sosial; serta
terciptanya rasa aman dari

berbagai ancaman

3.Lebih Maju m Gambaran dari kondisi suatu
masyarakat yang lebih dinamis
dan memiliki kemampuan untuk
beradaptasi dengan perubahan, ke
arah yang lebih baik melalui

berbagai inovasi yang terintegrasi

dengan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi dan
informasi .

= | ebih maju dapat pula merupakan
suatu kondisi kehidupan komunitas
masyarakat yang jauh lebih baik
secara ekonomi, sosial maupun

budaya sehingga dapat mengatasi
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Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi

berbagai permasalahan yang

dihadapi secara mandiri.

Visi daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJPD
Periode 2021-2026 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam
RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025, yaitu “Sulawesi
Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman Dan Berkeadilan’. Provinsi
Sulawesi Tengah dengan kondisi gegrafis wilayah daratan yang memiliki
basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai
keunggulan daerah, sehingga dapat di kelola dan dimanfaatkan secara
optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan peningkatkan

kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang
pembangunan yang berorientasi ke masa depan;

2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai
perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;

3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri
dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara

swadaya;
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4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai
dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan
kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara
bersama;

5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga
tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup
berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta
terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggung jawab bersama
antara pemerintah dan masyarakat;

6. Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan
melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai
wujud penegakan supremasi hukum dan HAM, serta saling menghormati
keberagaman dalam bebangsa dan bernegara.

2. MiSI
Sebagai penjabaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode
2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui
Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai aksi, yaitu membangun
sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, pesantren,

melaksanakan kegiatan refrieval, yaitu menelusuri dan menyekolahkan
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kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi, serta
meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi
dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan
rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di
Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan
angka stunting dan penurunan angka kematian ibu dan Balita, mengefektifkan
penanganan masyarakat terdampak Covid-79 secara menyeluruh dan
melanjutkan pemantauan terhadap penyintas maupun masyarakat secara
umum melalui pelayanan kesehatan prefentif dan promotif guna memastikan

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan

Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang
kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas,
menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga
terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan
sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan
pelatihan teknik untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang professional
melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan
fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan

pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supermasi hukum sehingga
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seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai
perwujudan azas kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) serta
menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak
dijalankan adalah membangun aparatur sipil negara yang profesional,
reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas birokrasi
yang bertransformasi dari Money Follow Function menjadi Money Follow
Program, reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, serta
reformasi pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara
optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan
kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus
dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam
mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) Manajemen
perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) Penataan
Tatalaksana; (5) Penataan Sumber daya aparatur; (6) Penguatan
akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas

pelayanan public.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan

masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan
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dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu
menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli
masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan
sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan
masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan
bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi
Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem juga
menjadi fokus penanganan bidang sosial yang harus didukung oleh

penyediaan dana yang memadai termasuk dana desa.

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang
berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas
pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sector
ekonomi terutama usaha kecil dan menengah, membuka keterisolasian dan
meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil.
Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi
dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam.
Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi

darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang
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menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-

wilayah hinterland.

Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata

dan Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemerataan pembangunan yang
berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program
redistribusi asset bagi pembangunan berkeadilan, Sinergitas Memanfaatkan
Dana Desa dan Dana Kelurahan di Kabupaten/Kota bagi pengurangan
kemiskinan dan ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan,
memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil
termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan
swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan
antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan
penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan

angka pengangguran.

Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia

sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup
sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui
peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan

lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui program penataan ruang
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terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah,
penyediaan ruang terbuka hijau, mitigasi perubahan iklim dan penegakan
hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh
aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan

pembangunan berwawasan lingkungan.

Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di

luar Provinsi bertetangga.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan
dan optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui peningkatan kerja
sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan
daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar
daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut
Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara,
Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sekawasan Teluk
Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulawesi
Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, menata
hubungan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang

lebih sinergis, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di
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Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik dan peningkatan inovasi

dan daya saing Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan
berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara

sistematis dan digital.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama
bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik pada semua bidang
kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan pengembangan sistem
terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan

efektif.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi
percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan

peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun
Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui kajian pembentukan daerah otonomi
baru. Guna mewujudkan misi ini, perlu pertimbangankan berbagai regulasi
dan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru,
namun demikian upaya penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian

kelayakan secara komprehensif.

Masyarakat Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju

dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan masyarakat secara kolektif,
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yang lebih maju di segala bidang kehidupan sehingga mampu memenuhi
kebutuhan hidup lahir dan bathin secara swadaya yang dicapai melalui
pemanfaatan secara optimal sumber daya dengan pelibatan secara aktif
seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian 5 Misi yang merupakan
penjabaran dari Visi RPJPD Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yaitu
‘Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”, sehingga terjadi
keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi
Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan misi yang tertuang dalam
RPJPD Tahun 2005-2025. sebagaimana disajikan pada keterangan sebagai
berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui
Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,
yaitu Misi: (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (5). Kemajuan
Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan

Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,
yaitu Misi: (6). Penegakan Sistem Hukum yang Berbasis Korupsi,

Bermartabat, dan Terpercaya; (7). Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan
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Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8). Pengelolaan
Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan; (9). Sinergi

Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,

yaitu Misi (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,
yaitu Misi: (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; dan (9). Sinergi
Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata

dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,
yaitu Misi: (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;

dan (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia

sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,

yaitu Misi: (4). Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
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Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di

luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,
yaitu Misi: (2). Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing,

dan (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan
berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara

sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,
yaitu Misi: (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, dan; (8).

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Misi 9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi
percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan

peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,

yaitu Misi: (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Selanjutnya, selain RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-
2026 memiliki keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu
pula memperhatikan direktif presiden sebagai arahan dalam upaya yang akan

dilakukan dalam pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, sehingga terjadi
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keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi

Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan 5 Sasaran Visi Indonesia 2045.

Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026,

dengan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, diuraikan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui

Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,

yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan

Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,

yaitu (3). Penyederhanaan Regulasi, dan; (4). Penyederhanaan Birokrasi.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,
yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan; (5). Transformasi

Ekonomi.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,

yaitu (2). Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.
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Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata

dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,
yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan

Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia

sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,
yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan

Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di

luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,
yaitu (2). Pembangunan Infrastruktur; (3). Penyederhanaan Regulasi, dan;

(5). Transformasi Ekonomi.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan
berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara

sistematis dan digital.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,
yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan

Infrastruktur; (3). Penyederhanaan Regulasi, dan;

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi
percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan
peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045,
yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan
Infrastruktur; dan (5). Transformasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, secara normative mengatur keselarasan antara misi
RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 perlu pula
memperhatikan tiga dimensi pembangunan, yang meliputi: (1) Dimensi
Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (2) Dimensi Pembangunan sektor

unggulan dan prioritas, dan; (3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang terpisahkan dengan
pembangunan nasional, maka menjadi penting untuk menyelaraskan misi
RPJMD dengan tujuh agenda pembangunan nasional periode 2020-2024.
Keselarasan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan

Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024, diuraikan sebagai berikut:
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Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui

Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya

Saing, dan; (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan

Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing; dan (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan; (7).

Stabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (1). Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Berkeadilan; (2). Pembangunan Wilayah untuk mengurangi
Kesenjangan, dan; (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya

Saing.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk mengurangi

Kesenjangan, dan; (5) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata

dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (1). Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan, dan; (7). Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia

sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan; (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan; (6).
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di

luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk mengurangi

Kesenjangan dan menjamin pemerataan.
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Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan
berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara

sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (7). Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik.

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi
percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan

peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (2) Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan.

Keselarasan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026,
dengan berbagai dokumen perencanaan pada skala nasional, provinsi dan
RPJP maupun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, harus pula terintegrasi
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini dimaksudkan
agar pembangunan daerah yang akan dilaksanakan lima tahun akan datang
menjadi bagian dari target-target tujuan pembangunan global, sehingga pada
Tahun 2030, akan menghasilkan kondisi kesejahteraan yang relative semakin

membaik bagi penduduk di seluruh dunia dengan tetap menjaga
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keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang, melalui pelaksanaan

pembangunan yang berbasis pada keseimbangan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan mewujudkan
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan
terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari satu

generasi ke generasi berikutnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan
SDGs ke dalam dokumen perencanaan, tercermin dari program yang akan
dilaksanakan dalam lima tahun mendatang, bertujuan untuk:

1) Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketersediaan dan kecukupan
pangan, meningkatkan derajat kesehatan, melaksanakan pendidikan yang
berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender serta penyediaan air bersih
dan sanitasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat secara
merata;

2) Penyediaan energy yang terjangkau, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
penyediaan pekerjaan yang layak, pembangunan infrastruktur dan
pengembangan industri inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan dan

penataan kota inklusif dan berkelanjutan;
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3) Menumbuhkan perilaku konsumsi dan produksi berkelanjutan, meningkatkan
mitigasi dan kesiapsiagaan perubahan iklim pengurangan resiko bencana,
menjaga kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut dan
ekosistem darat.

4) Menjaga perdamaian, keadilan dan penguatan kelembagaan, membangun
politik dan hukum serta menjalin kemitraan untuk melaksanakan semua

tujuan pembangunan.

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs,
bertumpu pada prinsip dasar manajemen pembangunan, yaitu memanfaatkan
secara optimal seluruh potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki
daerah dengan tetap mengacu pada batas-batas toleransi kerusakan
lingkungan, degradasi daya dukung lahan, perubahan iklim dan berkelanjutan

ekosistem laut dan darat.

Target pencapaian SDGs yang mencakup 17 tujuan, yang
dikelompokkan dalam 4 pilar pembangunan, yaitu Pilar Sosial, Ekonomi,
Lingkungan dan Hukum & Tata Kelola. Misi Pemerintah Daerah sebagai
penjabaran Visi diuraikan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan, untuk selanjutnya menentukan program dan kegiatan. Integrasi visi
pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Periode 2021-2026,

dengan berbagai pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
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Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui

Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1).
mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan
pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin
kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan
belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dan;
(16). Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun

kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan

Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1).
mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan

pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan
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meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin
kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan
belajar sepanjang hayat untuk semua; (5). Mencapai kesetaraan gender dan
memberdayakan kaum perempuan; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dan; (16). Menguatkan
masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan

yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1).
mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan
pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin
kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan
belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (7).

Menjamin akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern
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untuk semua; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta
pekerjaan yang layak untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang
tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong
inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (12).
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (14). Melestarikan
dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan
samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (15). Melindungi, merestorasi,
dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola
hutan secara lestari , menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi
lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan; (16).
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun

kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (7). Menjamin
akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
(9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif
dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan

intra dan antar Negara; (11). Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman,
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tangguh, dan berkelanjutan, dan; (12). Menjamin pola produksi dan konsumsi

yang berkelanjutan.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata

dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (4). Menjamin
kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan
belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (7).
Menjamin akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern
untuk semua; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta
pekerjaan yang layak untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang
tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong
inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (15).
Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan
ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan
penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati, dan; (16). Menguatkan masyarakat yang inklusif dan

damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk
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semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di

semua tingkatan.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia

sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1).
mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan
pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin
kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan
belajar sepanjang hayat untuk semua; (13). Mengambil tindakan cepat untuk
mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; (14). Melestarikan dan
memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera
untuk pembangunan berkelanjutan; (16). Menguatkan masyarakat yang
inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses
keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efekitif,
akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan; (17). Menguatkan sarana
pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan

berkelanjutan.
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Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di

luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), vyaitu tujuan: (17).
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan
berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara

sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (2).
Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang
sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4).
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dan; (9). Membangun
infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan,

serta mendorong inovasi.

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi
percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan

peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (8).
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak
untuk semua; (12). Menjamin pola produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan, dan; (14). Melestarikan dan memanfaatkan secara
berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan

berkelanjutan.

Selanjutnya, keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk
memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan acuan serta terintegrasi dan RKP semua program pencampain misi

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana atau program, kegiatan dan
sub kegiatan, KLHS perlu menyiapkan rumusan alternatif penyempurnaan
kebijakan rencana atau program agar dampak atau risiko lingkungan yang
tidak diharapkan dapat diminimalisir, sedangkan dalam evaluasi kebijakan,
rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan
memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, terhadap rencana program
dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negative

terhadap lingkungan.
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Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam
penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana program dan/atau kegiatan
dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi
kebijakan, rencana program dan/atau kegiatan. Dengan demikian, maka
implementasi program atau kegiatan yang mengacu pada misi RPJMD dapat
mempertimbangkan seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari
aktivitas pembangunan terhadap keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem

dan lingkungan.
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b. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen

Perencanaan Tahunan

Sebagai penjabaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah
melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai aksi, yaitu
membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan
kejuruan/vokasi, pesantren, melaksanakan kegiatan refrieval, yaitu
menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus
sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan
pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan
pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan,
mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di
Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan
penurunan angka sfunting dan penurunan angka kematian ibu dan
Balita, mengefektifkan penanganan masyarakat terdampak Covid-79
secara menyeluruh dan melanjutkan pemantauan terhadap penyintas

maupun masyarakat secara umum melalui pelayanan kesehatan
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prefentif dan promotif guna memastikan peningkatan derajat

kesehatan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan

Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi
yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan
berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada
masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih
dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur
pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknik untuk
meningkatkan kompetensi aparatur yang professional melalui inovasi
berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya
secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan
dilaksanakan melalui penegakan supermasi hukum sehingga seluruh
masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai
perwujudan azas kesamaan dihadapan hukum (equality before the
law) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang
hendak dijalankan adalah membangun aparatur sipil negara yang
profesional, reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan

akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi dari Money Follow
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Function menjadi Money Follow Program, reformasi kelembagaan
birokrasi yang efektif dan efisien, serta reformasi pelayanan publik
yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan
reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan
pemerintah daerah, merupakan Kkeniscayaan sehingga harus
dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan
dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1)
Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan
organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sumber daya
aparatur; (6) Penguatan akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan,

dan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan
ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan
sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna

dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang
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dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan
masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus
merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan
angka kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus penanganan bidang
sosial yang harus didukung oleh penyediaan dana yang memadai

termasuk dana desa.

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur
daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif,
peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi
wilayah di berbagai sector ekonomi terutama usaha kecil dan
menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas
antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai
sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi
sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam.
Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses

transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi,
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termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Palu dengan wilayah-wilayah Ainterland.

Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang

Merata dan Berkeadilan.

Misi ini  untuk mewujudkan terciptanya pemerataan
pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan
menjalankan program redistribusi asset bagi pembangunan
berkeadilan, Sinergitas Memanfaatkan Dana Desa dan Dana
Kelurahan di Kabupaten/Kota bagi pengurangan kemiskinan dan
ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan,
memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah
terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan
BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi
perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan
produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja

melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran.

Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama

manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas

hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia,
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melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan
dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui
program penataan ruang terintegrasi, penataan permukiman dan
manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau,
mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi
lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan
masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan

berwawasan lingkungan.

Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah

dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan
pembangunan dan optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui
peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup
provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan
dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan
Teluk Tolo baik Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah,
Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara,

Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sekawasan
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Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari
Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku
Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerjasama Daerah, menata hubungan antara Provinsi Sulawesi
Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta
meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi
Tengah dalam pelayanan publik dan peningkatan inovasi dan daya

saing Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan
Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan

dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik
terutama bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik
pada semua bidang kepada masyarakat melalui teknologi informasi
dan pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, guna

mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar
terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan

lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.
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Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100
tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui kajian pembentukan
daerah otonomi baru. Guna mewujudkan misi ini, perlu
pertimbangankan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait
dengan pembentukan daerah otonomi baru, namun demikian upaya
penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian kelayakan secara

komprehensif.

Masyarakat Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih
Maju dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan masyarakat
secara kolektif, yang lebih maju di segala bidang kehidupan sehingga
mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin secara swadaya
yang dicapai melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya
dengan pelibatan secara aktif seluruh pemangku kepentingan dalam
kegiatan pembangunan.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian 5 Misi yang merupakan
penjabaran dari Visi RPJPD Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yaitu
‘Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing’, sehingga terjadi

keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021



Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan misi yang
tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. sebagaimana disajikan
pada keterangan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah
melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, yaitu Misi: (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
(5). Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan

Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, yaitu Misi: (6). Penegakan Sistem Hukum yang Berbasis
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7). Perlindungan bagi
Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
(8). Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya,
dan; (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara

Kesatuan.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, yaitu Misi (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri

dan Berdaya Saing.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, vyaitu Misi: (3). Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan; dan (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang

Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, yaitu Misi: (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri
dan Berdaya Saing; dan (3). Pembangunan yang Merata dan

Berkeadilan.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama

manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, vyaitu Misi: (4). Mencapai Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan.
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Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah

dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, yaitu Misi: (2). Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri
dan Berdaya Saing, dan (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam

Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan
Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan

dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, yaitu Misi: (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,
dan; (8). Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan

Terpercaya.

Misi 9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar
terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan

lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun
2020-2024, vyaitu Misi: (3). Pembangunan yang Merata dan

Berkeadilan.
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Selanjutnya, selain RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2021-2026 memiliki keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024,
maka perlu pula memperhatikan direktif presiden sebagai arahan
dalam upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian Sasaran Visi
Indonesia 2045, sehingga terjadi keselarasan misi antara
perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang

dalam RPJMD dengan 5 Sasaran Visi Indonesia 2045.

Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-
2026, dengan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, diuraikan

sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah

melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia

2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan

Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia
2045, yaitu (3). Penyederhanaan Regulasi, dan; (4). Penyederhanaan

Birokrasi.
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Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia
2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan; (5).

Transformasi Ekonomi.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia
2045, yaitu (2). Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi

Ekonomi.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang

Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia
2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2).

Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama

manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia
2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2).

Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.
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Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah

dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia
2045, yaitu (2). Pembangunan Infrastruktur; (3). Penyederhanaan

Regulasi, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan
Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan

dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia
2045, vyaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2).

Pembangunan Infrastruktur; (3). Penyederhanaan Regulasi, dan;

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar
terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan
lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia
2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2).
Pembangunan Infrastruktur; dan (5). Transformasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, secara normative mengatur

keselarasan antara misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode
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2021-2026 perlu pula memperhatikan tiga dimensi pembangunan,
yang meliputi: (1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
(2) Dimensi Pembangunan sektor unggulan dan prioritas, dan; (3)

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang terpisahkan
dengan pembangunan nasional, maka menjadi penting untuk
menyelaraskan misi RPJMD dengan tujuh agenda pembangunan
nasional periode 2020-2024. Keselarasan misi RPJMD Provinsi
Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan Agenda Pembangunan Nasional

2020-2024, diuraikan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah

melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing, dan; (4). Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan

Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing; dan (4). Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan, dan; (7). Stabilitas Polhukankam dan Transformasi

Pelayanan Publik.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (1). Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Berkeadilan; (2). Pembangunan Wilayah untuk
mengurangi Kesenjangan, dan; (3). Sumber Daya Manusia

Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk
mengurangi Kesenjangan, dan; (5) Infrastruktur untuk Ekonomi dan

Pelayanan Dasar.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang

Merata dan Berkeadilan.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (1). Pengembangan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan, dan; (7). Stabilitas Polhukhankam dan

Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama

manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan; (4). Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan, dan; (6). Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah

dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk

mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan
Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan

dijalankan secara sistematis dan digital.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, vyaitu agenda: (7). Stabiltas Polhukhankam dan

Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar
terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan

lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan
Nasional, vyaitu agenda: (2) Pengembangan Wilayah untuk

Mengurangi Kesenjangan.

Keselarasan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-
2026, dengan berbagai dokumen perencanaan pada skala nasional,
provinsi dan RPJP maupun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, harus
pula terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah yang akan
dilaksanakan lima tahun akan datang menjadi bagian dari target-target
tujuan pembangunan global, sehingga pada Tahun 2030, akan
menghasilkan kondisi kesejahteraan yang relative semakin membaik
bagi penduduk di seluruh dunia dengan tetap menjaga keberlanjutan
pembangunan di masa yang akan datang, melalui pelaksanaan

pembangunan yang berbasis pada keseimbangan lingkungan.
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5)

6)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan
mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan
yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu
meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi

berikutnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang
mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan, tercermin
dari program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang,
bertujuan untuk:

Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketersediaan dan
kecukupan pangan, meningkatkan derajat kesehatan, melaksanakan
pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender serta
penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas dan menjangkau
seluruh masyarakat secara merata;

Penyediaan energy yang terjangkau, peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak, pembangunan
infrastruktur dan pengembangan industri inklusif dan inovatif,

penurunan kesenjangan dan penataan kota inklusif dan berkelanjutan;
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7)

8)

Menumbuhkan perilaku konsumsi dan produksi berkelanjutan,
meningkatkan  mitigasi dan kesiapsiagaan perubahan iklim
pengurangan resiko bencana, menjaga kelestarian dan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem laut dan ekosistem darat.

Menjaga perdamaian, keadilan dan penguatan kelembagaan,
membangun politik dan hukum serta menjalin kemitraan untuk

melaksanakan semua tujuan pembangunan.

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs,
bertumpu pada prinsip dasar manajemen pembangunan, vyaitu
memanfaatkan secara optimal seluruh potensi sumberdaya
pembangunan yang dimiliki daerah dengan tetap mengacu pada
batas-batas toleransi kerusakan lingkungan, degradasi daya dukung

lahan, perubahan iklim dan berkelanjutan ekosistem laut dan darat.

Target pencapaian SDGs yang mencakup 17 tujuan, yang
dikelompokkan dalam 4 pilar pembangunan, yaitu Pilar Sosial,
Ekonomi, Lingkungan dan Hukum & Tata Kelola. Misi Pemerintah
Daerah sebagai penjabaran Visi diuraikan ke dalam tujuan, sasaran,
strategi dan arah kebijakan, untuk selanjutnya menentukan program

dan kegiatan. Integrasi visi pembangunan daerah yang tertuang dalam
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RPJMD Periode 2021-2026, dengan berbagai pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah

melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), vyaitu
tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang
sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua
usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (6).
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua, dan; (16). Menguatkan masyarakat yang
inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan
akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang

efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan

Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu
tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang
sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua
usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (5).
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan,;
(8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta
pekerjaan yang layak untuk semua, dan; (16). Menguatkan
masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan
membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di

semua tingkatan.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), vyaitu
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tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang
sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua
usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (6).
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua; (7). Menjamin akses energi yang
terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; (8).
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan
yang layak untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh,
meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong
inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (12).
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (14).
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya
kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (15).
Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari |,

menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta
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menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan; (16).
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan
membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di

semua tingkatan.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu
tujuan: (7). Menjamin akses energi yang terjangkau andal,
berkelanjutan, dan modern untuk semua; (9). Membangun
infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan
berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10). Mengurangi
kesenjangan intra dan antar Negara; (11). Menjadikan kota dan
permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dan; (12).

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Misi 6. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang

Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu
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tujuan: (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata
serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk
semua; (6). Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan
sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (7). Menjamin akses energi
yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; (8).
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan
yang layak untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh,
meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong
inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (15).
Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,
menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan; (16).
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan
membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di

semua tingkatan.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama

manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu
tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang
sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua
usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
(13). Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya; (14). Melestarikan dan memanfaatkan secara
berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk
pembangunan berkelanjutan; (16). Menguatkan masyarakat yang
inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan
akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang
efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan; (17).
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global

untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah

dan di luar Provinsi bertetangga.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu
tujuan: (17). Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi

kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan
Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan

dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), vyaitu
tujuan: (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3).
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan
seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang
inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang
hayat untuk semua, dan; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh,
meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong

inovasi.

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar
terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan

lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.
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Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu
tujuan: (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta
pekerjaan yang layak untuk semua; (12). Menjamin pola produksi dan
konsumsi yang berkelanjutan, dan; (14). Melestarikan dan
memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan

samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi
Tengah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan
untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan acuan serta terintegrasi dan RKP semua
program pencampain misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode

2021-2026.

Dalam penyusunan Kkebijakan, rencana atau program,
kegiatan dan sub kegiatan, KLHS perlu menyiapkan rumusan alternatif
penyempurnaan kebijakan rencana atau program agar dampak atau
risiko lingkungan vyang tidak diharapkan dapat diminimalisir,
sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program,

KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif
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1.13

penyempurnaan Kkebijakan, terhadap rencana program dan/atau
kegiatan yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negative

terhadap lingkungan.

Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan
standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal,
kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar
pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka
menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan
pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan
pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan
umum anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2021-2026 Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah berada pada Misi Kedua Mewujudkan Reformasi Birokrasi,

Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM .
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BAB I
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro
Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja tyang menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Makro Capaian Capaian Perubahan

Kinerja Tahun Kinerja (%)
N-1 Tahun N
1 2 3 4 5
1 | Indeks Pembangunan 69,55 69,79
Manusia

2 | Angka Kemiskinan 13,06 12,18

3 | Angka Pengangguran 3,77 3,75

4 | Pertumbuhan Ekonomi 4.86 11,70

5 | Pendapatan Per-Kapita 64,07 69,15

6 | Ketimpangan Pendapatan 0,321 0,326

2.2 Capain Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari
keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan
daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai

dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran
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Organisasi Uraian Upaya
No Perangkat Program/Ke Target Realisasi Permasalahan | Mengatasi
Daerah giatan Permasala
Pelaksana han
Adanya Menelaah
Satuan
Perbedaaan
, Program Harga
Dinas . Antara Satuan
- Penunjang Saat
Pendidikan Dan Urusan Harga Pada Pembuata
Kebudayaan . 1.576.924.857.415 1.484.812.054.023 Simda Dan
1. 7 Pemerintah , . n Dppa,
Provinsi Sipd,Sehingga
. an Daerah Menyesua
Sulawesi o Terdapat ik d
Tengah Provinsi Selisih Atau lkan Pada
Silpa Satuan
P Harga
Sipd
Program Sisa
Dinas Penunjang Adanya Sisa
o Kesehatan Urusan 145.499.163.772 137.983.869.147 Anggaran An_lgigzlr(an
Pemerintah o
Dicairkan
an Daerah
Dinas Bina Progr_am .
Marga Dan Penunjang Adanya Sisa Sisa
Urusan 38.586.667.831 36.017.149.306 Anggaran
3. Penataan : Anggaran .
Ruan Pemerintah Tidak
9 an Daerah Dicairkan
Provinsi
Dinas Program Sisa Dikembali
Perumahan Penunjang Pempelanjaan kan Ke
Urusan 13.183.045.839,00 11.497.082.244,00 Perjalanan
4. Kawasan : . Kas
i Pemerintah Dinas Dalam
Permukiman Daerah
Daerah Daerah
Dan Pertanahan L
Provinsi
Program
Dinas Cipta Penunjang Sisa
Karya Dan Urusan Adanya Sisa | Anggaran
5. Sumber Daya | Pemerintah 192.333.840.581 174.853.076.033 Anggaran Tidak
Air an Dicairkan
Daerah
Provinsi
Satuan Polisi PFe):rnougr:%T Sisa
Pamong Praja Urusjan 9 Adanya Sisa | Anggaran
6. Provinsi : 5.325.868.108 4.912.161.612 Anggaran Tidak
. Pemerintah o
Sulawesi Dicairkan
an Daerah
Tengah N
Provinsi
Perencanaa
Dinas Sosial n,
Provinsi Penganggar
. an, Dan 260.650.000 257.985.150
7. Sulawesi .
Tengah E\/_alu§3|
Kinerja
Perangkat
Daerah
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Program

Dinas Tenaga Penunjang
8 Kerja Dan Urusan 26.787.621.077 24.075.166.696
‘ Transmigrasi Pemerintah
an Daerah
Provinsi
Dinas | pot0eT
Pengendalian Urusan 10.880.116.653 10.646.035.246
9. Penduduk Dan :
Pemerintah
KB
an Daerah
Provinsi
Dinas Pangan PF;;Ougr:%r:
Provinsi jang 10.964.395.654 9.816.559.095
10. . Urusan
Sulawesi :
Tengah Pemerintah
an Daerah
Program
Dinas Penunjang
Lingkungan Urusan 14.793.465.136 13.949.596.941
11. : :
Hidup Pemerintah
an Daerah
Provinsi
Dinas Program
Kependudukan | Penunjang
Dan Pencatatan Urusan 9.675.209.775 8.039.222.712
12. - !
Sipil Pemerintah
Prov.Sulteng an Daerah
Provinsi
Dinas Program
Perhubungan Penunjang
Provinsi Urusan 19.468.314.148 17.555.861.139
13. . :
Sulawesi Pemerintah
Tengah an Daerah
Provinsi
Dinas Program
Komunikasi, gr:
Informatika Penunjang
) ’ Urusan 23.711.719.733 22.616.419.680
14. | Persandian Dan :
e .~ .| Pemerintah
Statistik Provinsi
X an Daerah
Sulawesi e
Provinsi
Tengah
. . Urusan
Dinas Koperasi Pemerintah
Dan Ukm an Bidan
Provinsi g 21.059.065.026 18.468.688.530
15. . Koperasi,
Sulawesi
Tengah Us_aha
Kecil, Dan
Menengah
Dinas Penunjang
16 Penanaman Urusan 1.421.691.725 1.417.731.675
' Modal Dan Pemerintah
Pelayanan Daerah
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Terpadu Satu Provinsi
Pintu
Untuk
Menjaga
Kesinamb
Bahwa Tim unhgan
Pembang
Anggaran unan Di
Pemerintah Sulawesi
Daerah (Tapd) Tengah
Segera Di Tengah
Melakukan
Mewabah
Perubahan i
nya Covid-
Peraturan 19 Opd
Kepala Daerah = Opd
Program Tentan Tidak Di
Penunjang 9 Perkanank
Dinas Pemuda Urusan Anggran an
17. | Dan Olahraga | Pemerintah 13.372.403.429 11.993.930.204 Pendapatqn Melakuka
Dan Belanja
an Daerah n
Provinsi (Apbd) Tahun Pergesera
Anggaran n Belanja
2021, Yang Modal Ke
Bertujuan Belanja
5 Untuk Barang
ercepatan Dan Jasa
Penanggulang Kecuall
an Dan
Pengendalian Peréteiijua
Covid-19 n Tertulis
Dari
Gubernur
Sulawesi
Tengah.
Program Sisa
Dinas Penunjang Anggaran
18 Perpustakaan Urusan 16.962.616.577 15.399.464.386 Tidak
" | Dan Kearsipan | Pemerintah Dicairkan
an Daerah (Dikembali
Provinsi kan)
Program Sisa
. Penunjang . Anggaran
Dinas Kelautan Adanya Sisa .

19. | Dan Perikanan | _ orusan 23.976.398.958 21672728842 | Ajgqaran Tidak
Pemerintah Dicairkan
an Daerah (Dikembali

Provinsi kan)
Dinas Penunjang
Pariwisata Urusan 15.300.639.473 13.888.320.689
20 Provinsi Pemerintah
Sullawesi an Daerah
Tengah Provinsi
Dinas Tanaman Program
21. | Dan Hortikultura | Penunjang 5.220.996.771 4.986.385.794
Urusan
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Pemerintah

an Daerah
Provinsi
Program
Dinas Penunjang
Urusan 58.697.737.657 54.058.784.631
22. Kehutanan .
Pemerintah
an Daerah
Provinsi
Dinas Energi Program :
Dan Sumber Penunjang
23 Daya Mineral Urusan 14.261.705.594 13.365.905.845
' Provinsi Pemerintah
Sulawesi an Daerah
Tengah Provinsi
Dinas Progr_am
Perindustrian Penunjang
Urusan 33.940.486.619 30.054.871.223
24. Dan :
Perdagangan Pemerintah
an Daerah
Provinsi
Program
Sappeds | pemumans
o5 Sulawesi Urus_an 5.722.496.363 5.449.878.046
Tengah Pemerintah
an Daerah
Provinsi
Unsur
Bpkad Provinsi | Penunjang | 44 674 508 105 66.751.650.997
26. Sulawesi Urusan
Tengah Pemerintah
an
Program
Badan Penunjang 13.451.446.607 12.315.720.841
27. Kepegawaian Urusan
Daerah Pemerintah
Daerah
Program
Bppid Prov. P(laJnunJang
28. Sulteng Pemert 10.312.212.010 8.524.989.298
emerintah
an Daerah
Provinsi
Program
Badan Penunjang
29 Pengembangan Urusan 14.742.476.975 13.235.798.833
"| Sumber Daya | Pemerintah
Manusia Daerah | an Daerah
Provinsi
Sekretariat Program
30 Dewan Penunjang 83.985.452.123 72.059.993.613
' Perwakilan Penyelengg
Rakyat araan
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Pemerintah

an
Badan Program
Pendapatan Penunjang
31 Daerah Provinsi | Penyelengg 52.147.604.986 43.777.197.735
' Sulawesi araan
Tengah Pemerintah
an
Program
Inspektorat Penunjang
32 Daerah Prov. Penyelengg 2.466.673.400 2.400.418.400
' Sulteng araan
Pemerintah
an
Program
Bpbd Prov. P?Jr:ﬂgf:g
33, Sulawesi Pemerintah 11.820.669.846 11.123.799.123
Tengah
Daerah
Provinsi
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi Uraian Upaya
Perangkat Program/Ke Target Realisasi Permasalahan Mengatasi
No Daerah g 9 9 Permasalaha
iatan
Pelaksana n
1 2 3 4 5 6
Program
Penunjang
Cappedt | Unsan
1 , Pemerintaha 5.722.496.363 5.449.878.046
Sulawesi
n Daerah
Tengah s
Provinsi
Unsur
, | oo | Peuning
Provm5|_ Pemerintaha 100.874.508.105 | 66.751.650.997
Sulawesi n
Tengah
Badan Program
. Penunjang 13.451.446.607 12.315.720.841
Kepegawaian
Daerah Urus_an
3 Pemerintah
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Daerah

Program
Penunjang
Bppid Prov. Pe%reur?righa
Sulteng 10.312.212.010 8.524.989.298
n Daerah
Provinsi
Program
Badan Penunjang
Pengembanga Urusan
nSumber | oo erintaha | 14.742.476.975 | 13.235.798.833
Daya Manusia
Daerah n Daerah
Provinsi
Program
Sekretariat Penunjang
Dewan Penyelengga | g5 985 452123 | 72.059.993.613
Perwakilan raan
Rakyat Pemerintaha
n
Badan Program
Pendapatan Penunjang
Daerah Penyelengga | 55 147 604.986 | 43.777.197.735
Provinsi raan
Sulawesi Pemerintaha
Tengah n
Program
Penunjang
Inspektorat Penyelengga
Daerah Prov. raan 2.466.673.400 2.400.418.400
Sulteng Pemerintaha
n
Program
Penunjang
Bpbd Prov. Urusan
Sulawesi Pemerintah 11.820.669.846 | 11.123.799.123
Tengah Daerah
Provinsi

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah
satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah
instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan
layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena
itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada
publik telah dicapai.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91%<100% Sangat Baik

2 76%< 90% Tinggi

3 66%<75% Sedang

4 51%< 65% Rendah

5 < 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017
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A. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2 : Target kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2021

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Misi 1 : Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung pengakuan supremasi
hukum dan HAM
1 [|Meningkatnya kualitas Pelayanan | - Persentase Indeks Kepuasan 81,26 - 100%
Publik yang efektif dan efisien. Masyarakat
- Opini BPK WTP
Meningkatnya pengawasan,
2 [akuntabilitas kinerja dan reformasi | - Nilai akuntabilitas kinerja BB
birokrasi.
- Indeks Reformasi Birokrasi 62 Poin
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung
kemandirian energi
- Persentase kemantapan jaringan [62%
jalan dalam kondisi mantap
3 |Tersedianya berbagai infrastruktur | - Persentase rumah tangga 98%
yang merata dan memadai. pengguna listrik
- Persentase rumah tangga 72%
pengguna air bersih
- Persentase rumah layak huni 74,55%
- Kontribusi sektor pertambangan 15,45 %
terhadap PDRB
Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi
kerakyatan
4 |Menurunnya angka kemiskinan. - Persentase penduduk diatas garis 85,40-85,60%
kemiskinan.
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5 |Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam - Indeks gini 0,31-0,35 %
pembangunanekonomi.

6 [Terwujudnya koperasi yang
tangguh, berdaya saing, - Persentase koperasi aktif 65,71%

professional dan mandiri.

7 |Meningkatnya daya saing, efisiensi
dan produktifitas perdagangan. - Kontribusi sektor perdagangan |11 59%

terhadap PDRB

- Ekspor bersih perdagangan 1.200 Juta USD
8 [Terwujudnya industri yang
tangguh, professional dan mandiri | _ pertumbuhan industri 7.80-8,00%
9 |Meningkatnya nilai dan realisasi
investasi. - Nilai realisasi investasi
Rp

PMA dan PMDN 18.550.510.000.000

10 [Meningkatnya kesejahteraan Peningkatan indeks
gender dalam pembangunan _ pembangunanGender (IPG)
ekonomi. 93%
- Peningkatan indeks 76,00 — 77,00%
pemberdayaanGender (IDG)
11 [Meningkatnya jumlah wisatawan - Jumlah kunjungan wisatawan 20.000 orang
Mancanegara
- Jumlah kunjungan wisatawan 4.000.000 orang
nusantara

12 [Terciptanya kesempatan kerjadan
penempatan tenaga kerja. - Tingkat pengangguran terbuka  (3,25-3,00%

- Tingkat Partisipasi Angkatan 70,01%

Kerja.
13 [Terbukanya keterisolasiandaerah- Persentase kabupaten/kota tidak
daerah terpencil. _ tertinggal. 69 23%
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Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang
optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di Kawasan timur
Indonesia
14 |Optimalnya tata kelola hutan untuk
pengendalian kerusakaan DAS Persentase kerusakan kawasan
dan hutan lindung. - hutan 0,14%
15 |Meningkatnya kualitas lingkungan | - Indeks kualitas lingkungan hidup. {71 Poin
hidup.
16 |Meningkatnya kesejahteraan - Nilai tukar petani. 104,99%
petani.
17 |Meningkatnya produksi dan mutu
tanaman holtikultura, tanaman - Kontribusi sektor pertanian 27,84%
pangan dan perkebunan. terhadap PDRB
- Jumlah PDRB sub sektor Rp. 13.497.176
perkebunan
18 |Meningkatnya
kesejahteraanMasyarakat nelayan | - Nilai tukar nelayan 108,76%
dan perikanan budidaya.
Nilai ekspor hasil perikanan (USD
- US$ 3.784.000
Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan
berbudaya
19 [Tuntasnya angka melek aksara. - Persentase angka melek aksara [97,26-97,50%
20 |Meningkatnya akses dan
mutupendidikan untuk
menuntaskanpendidikan dasar - Angka Partisipasi Kasar (APK) :
dan pengembangan
pendidikanmenengah.
SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B
102,75-103,75%
93,00-93,75%
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SMA/MA/SMK/Paket C

85,00-85,75%

- Angka Partisipasi Murni
(APM):

SD/MI/Paket A
SMP/MTs/Paket B

94,50-96,25%
74,50-75,25%

SMA/MA/SMK/Paket C

66,00-70,00%

21

pelayanan kesehatan.

Meningkatnya akses dan mutu

- Angka usia harapan hidup.

68,25 -68,50 Tahun

22

Suksesnya Keluarga
Berencanadan terciptanya
keluarga berkualitas.

- Cakupan peserta KB aktif

87,01%

- Persentase keluarga pra sejahtera
dan sejahtera I.

35%

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja
Tabel 3 : Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja Tahun

2021
NO. |SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5
Misi 1 : Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung pengakuan
supremasi hukum dan HAM
1 |Meningkatnya kualitas - Persentase Indeks 81,26 - 100 % 119,07%
Pelayanan Publik yang Kepuasan Masyarakat
efektif dan efisien.
- Opini BPK WTP WTP
2 |Meningkatnya pengawasan, [ Nilai akuntabilitas kinerja |BB Tidak
akuntabilitas kinerja dan Tercapai
reformasi birokrasi.
- Indeks Reformasi 62 Poin
Birokrasi 62,86

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan
mendukung kemandirian energi
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3 Tersedianya berbagai Persentase kemantapan

infrastruktur yang merata - jaringan 62% 100,50%
dan memadai. jalan dalam kondisi
mantap

Persentase rumah
- tangga pengguna listrik |98% 100,05%

Persentase rumah

. tangga pengguna air 72% 122,93%
bersih

- Persentase rumah layak [74,55% 102,03%
huni

Kontribusi sektor

. pertambangan terhadap |15 45 o 91,52%
PDRB '

Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan
ekonomi kerakyatan

4 Menurunnya angka Persentase penduduk
kemiskinan. . diatas garis kemiskinan. g5 40-85 60% 102,60%
5 Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam - Indeks gini 0,31-0,35% 93,14%
pembangunan ekonomi.
6 Terwujudnya koperasi yang
tangguh, berdaya - Persentase koperasi aktif (69,71% 84,10%
saing, professional dan
mandiri.
7 Meningkatnya daya saing, Kontribusi sektor
efisiensi dan produktifitas . perdagangan terhadap 11,59% 55,31%
perdagangan. PDRB
- Ekspor bersih 1.200 Juta USD 408,57%
perdagangan
3 Terwujudnya industri yang
tangguh, professional dan - Pertumbuhan industri  [7,80-8,00% 311,03%
mandiri
9 Meningkatnya nilai dan
realisasi investasi. - Nilai realisasi investasi
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PMDN & PMA 18.550.510.000.000
211,12%
10 Meningkatnya
kesejahteraan gender dalam Peningkatan indeks
pembangunan ekonomi. _ pembangunanGender
(IPG) 93% 100%
Peningkatan indeks
- pemberdayaanGender 76,00-77,00% 100%
(IDG)
11 Meningkatnya jumlah Jumlah kunjungan
wisatawan . wisatawan Mancanegara 20.000 orang 5.43%
- Jumlah kunjungan 4.000.000 orang (17,84%
wisatawan nusantara
12  [Terciptanya kesempatan Tingkat pengangguran
kerjadan penempatan _ terbuka 3,25-3,00% 80%
tenaga kerja.
- Tingkat Partisipasi 70,01% 98,17%
Angkatan Kerja.
13  [Terbukanya Persentase
keterisolasiandaerah- daerah | _  kabupaten/kota tidak 69,23% 111 11%
terpencil. tertinggal. '
Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim
yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di
Kawasan timur Indonesia
14  |Optimalnya tata kelola
hutan untuk pengendalian Persentase kerusakan 92,86%
kerusakaanDAS dan hutan - kawasan hutan 0,14%
lindung.
15 |Meningkatnya kualitas - Indeks kualitas 85 Poin 109,54%
lingkungan hidup. lingkungan hidup.
98,59%
16  Meningkatnya kesejahteraan| _  Njijai tukar petani. 104,99%
petani.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 I1- 14



17 Meningkatnya produksi dan Kontribusi sektor
mutu tanaman holtikultura, - pertanian terhadap 27,84% 63,69%
tanaman pangan dan PDRB
perkebunan.
- Jumlah PDRB sub sektor Rp. 13.497.176  (96,23%
perkebunan
18 |Meningkatnya
kesejahteraanMasyarakat - Nilai tukar nelayan 108,76% 94,95%
nelayan dan perikanan
budidaya.
Nilai ekspor hasil
- perikanan (USD US$3.784.000 [29,92%
Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya
saing dan berbudaya
19 [Tuntasnya angka melek - Persentase angka melek [97,26-97,50% 100,80%
aksara. aksara
20 [Meningkatnya akses dan Angka Partisipasi Kasar
mutupendidikan untuk - (APK) :
menuntaskanpendidikan
dasar dan pengembangan
pendidikanmenengah.
SD/MI/Paket A 99,93%
SMP/MTs/Paket B 102,75-103,75% 99,38%
SMA/MA/SMK/Paket C  |93,00-93,75% 99,13%
85,00-85,75%
- Angka Partisipasi Murni
(APM) :
SD/MI/Paket A 96,97%
SMP/MTs/Paket B 94,50-96,25% 99,65%
SMA/MA/SMK/Paket C  [74,50-75,25% 92,89%
66,00-70,00%
21 Meningkatnya akses dan Angka usia harapan hidup.
mutu pelayanan kesehatan. | _ 68,25 -68,50 Tahun [100,48%
22 Suksesnya Keluarga Cakupan peserta KB aktif [87,01% 61,27%
Berencanadan terciptanya -
keluarga berkualitas
- Persentase keluarga pra
sejahtera dan sejahtera l. [35% 45,37%
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C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Pembangunan
Jangka Menengah

Tabel 4: Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir RPIJMD

TARGET REALISASI CAPAIAN %

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2001 2017 2018 2019 2020 2091 CAPAIAN % 2021 AKHIR RPIMD KET
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Meningkatnya kualitas dan pelayanan publik yang efektif [persentase indeks kepuasan masyarakat 81,26-100 8321 94,83% 82,71% 97,00% 96,75% 119,07 119,07

dan efesien
2 [Meningkatnya pengawasan akuntabilitas kinerja dan opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100 100
reformasi birokrasi.
Nilai Akuntabilitas Kinerja BB B B B B B
Tidak Tercapai Tidak Tercapai
Indeks Reformasi Birokrasi 62 poin 61,6 61,80 62,92 62,15 62,86 101,39 101,39
3 |[Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan persentase kemantapan jaringan jalan dalam 62% 60,89% 60,46% 60,57% 61,78% 62,31% 100,50 100,50
memadai kondisi mantap (Jalan Provinsi)
persentase rumah tangga yang menggunakan 98% 79,56% 87,31% 94,67% 97,01% 98,05% 100,05 100,05
persentase rumah tangga pengguna air bersih 2% 59,26% 60,10% 60,10% 75,38% 88,51% 122,93 122,93
persentase rumah layak huni 74,55% 70,02% 74,74% 62,86% 68,65% 76,06% 102,03 102,03
konstribusi sektor pertambangan terhadap PD 15,45% 12,69% 13,60% 15,13% 13,4% 14,14% 91,52 91,52
4 |Menurunnyaangka kemiskinan persentase penduduk diatas garis kemiskinan | 85,40%-85,60% 85,8% 86,2% 86,82% 99,92% 87,82% 102,60 102,60
5 |Meningkatnya peran serta masyarakat dalam indeks gini 0,31-0,35 0,345 0,317% 0,330% 0,321% 0,326% 93,14 93,14
pembangunan ekonomi
6 |Terwujudnya koperasiyang tangguhn berdaya persentase koperasi aktif 10% 64,1% 7344 57% 55,50% 55,26% 84,10 84,10
saing,profesional,dan mandiri
7 |Meningkatnya daya saing efesiensi dan produkif Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDR| 6,50% 21,92% 21,78% 20,07% 707% 6,41% 5531 55,31
perdagangan
ekspor bersih perdagangan US$1.200.000 U$$1.734,23 U$$2.288,1 U$$2.785,55% U$$5.0595,71 U$$4902,86 408,57 335,59
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TARGET REALISASI CAPAIAN %
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN % 2021 KET
2021 217 2018 2019 2020 2021 AKHIR RPIMD
1 2 8 4 5 6 1 8 9 10 1 12
8 |Terwujudnyaindustriyang tangguh,profesional dan pertumbuhan industri 3,33% 7,20% 8,21% 1942% 11,08% 24,26% 311,03 311,03
mandiri
9 [Meningkatnya nilai dan realisasi investasi Nilai realisasi investasi
PMDN Rp.18.550510.000 | Rp.1.929.65.7.000.000 | Rp.12.689.562.560.000 | Rp.4.438.790.800.000 | Rp.5.261.315.800.000 | Rp.3.012.341.100.000 18827 188,27
PMA Rp.16.335.000.000.000 | Rp.9.010.437.440.000 | Rp.27.075.580.350.000 | Rp.25.617.411.570.000 | Rp.39.684.282.680.000 2412 182,88
10 [Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan  |peningkatan indeks pembangunan gender 93% 91,66% 92,08% 92,20% 92,43% 93% 100 100
ekonomi (IPG)
peningkatan indeks pemberdayaan gender 16-71% 70,38% 73,95% 450% 75,50% 76% 100 100
11 |Meningkatnya jumlah wisatwan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 21.500 orang 63207 orang 25471 orang 24,660 orang 11,921 orang 1085 0rang 543 505
jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4,000.000 orang 3.200.614 orang 3432178 orang 3.090.171 orang 1812.995 orang 713618 orang 1784 1784
12 |Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan kerja  [tingkat pengangguran terbuka 325-300 381% 343% 3,15% 3,1T% 3,75% 80 80
tingkat partisipasi angkatan kerja 7001 67,14% 69,52% 6759% 69,44% 68,73% 98,17 98,17
13 |Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil persentase kabupaten/kota tidak tertinggal 69,23% 80,8% 30.8% 76,92% 62% 76,92% 1 1
14 |Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian persentase kerusakan kawasan hutan 0,14% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,15% 9286 9286
kerusakan DAS dan hutan lindung
15 [Meningkatnya kualitas ingkungan hidup indeks kualitas lingkungan hidup TLpoin 69,39 poin 69,50 poin 80,23 poin 77,78 poin 77,53 poin 109,54 109,54
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TARGET REALISASI CAPAIAN %
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA o a0 P e o i CAPAIAN % 2021 AKHRRPIND KET
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 1 12
16 {Meningkatnya kesejahteraan petani Nilai tukar petani 104,99 96,01% 108,68% 99,41% 88,87% 103,51% 98,59 98,59
17 {Meningkatnya produksi dan mutu tanaman konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2184 28,98% 26,14% 24,33% 26,24% 17,73% 63,69 63,69
holtikultura,tanaman pangan dan Perkebunan
jumlah PDRB sub sektor Rp.13497.176 Rp.11.551515 Rp.12.009.909 Rp.12.480.042 Rp.12.480.042 Rp.12.987.676 96,23 96,23
18  {Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Nilai tukar nelayan 108,76 1171% 114,56% 106,77% 98,11% 103,27% 94,95 94,95
Nilai eksport hasil perikanan US$3.784.000 US§3.227.836 US$4.961.250 US$3.763.124,02 US§3.763.124,02 US$1.132.001,29 2992 292
19 [Tuntasnya angka melek aksara persentase melek aksara 99,25%-100,00% 96,1% 95,50% 96,53% 96,50% 98,28% 100,80 100,80
20 |Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK)
meningkatkan pendidikan dasar dan pengembangan |- Sp/MiiPaket A 102,75-103,75 104,00% 108% 104,30% 104,00% 103,68% 99,93 99,93
pendidikan menengah
- SMPIMts/Paket B 93,00-93,75 91,50% 92% 92,30% 92,50% 93,17% 99,38 99,38
- SMAMA/SMK IPaket ¢ 85,00-85,75 83,50% 83,75% 84,75% 85,25% 85% 99,13 99,13
Angka partisipasi Murni (APM)
- SDIMI/Paket A 945-96,25 92,50% 103% 94,00% 94,00% 333 96,97 96,97
- SMPIMts/Paket B 74,50-75,25 72,00% 73,00% 74,00% 74,00% 7499 99,65 99,65
- SMAMA/SMK/ Paket C 66,00-70,00 64,50% 64,75% 6557% 66,00% 65,02 9289 92,89
21 |Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ~ {Angka Usia harapan hidup 68,2 tahun 67,35 tahun 67,32 thun 67,78 tahun 68,69 tahun 68,83 tahun 10048 100,48
22 |Suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga {Cakupan peserta KB akif 87,01% 8% % 8% 78,10% 5331% 61,27 61,27
berkualitas
Persentase Keluarga Pra sejahtera dan 35% 68,4% 68,13% 65,48% 65,48% 4537% 7037 7037
sejahtera 1
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D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara
langsung mendukung ketercapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah. Analisis terhadap 23
sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan
tujuan strategis pada RPJMD 2016-2021, yang mana Laporan kinerja ini merupakan tahun
terakhir Perencanaan Jangka Menengah Daerah. Berikut ini gambaran mengenai capaian kinerja

sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah :
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan
efisien
Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien diukur
ketercapaiannya dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat. Capaian kinerja sasaran

strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5: Capaian kinerja Sasaran Strategis 1

1 2 3 4 5 6 7 8
1, [Persentase Indeks Kepuasan % 81,26-100 96,75 119,07 81,26-100 119,07
Masyarakat
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 119,07 119,07

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase indeks kepuasan masyarakat tahun
2021 mencapai 96,75% atau tingkat capaian sebesar 119,07% dengan kategori “sangat baik”
dari target yang ditentukan sebesar 81,26 — 100%, capaian ini sama dengan capaian akhir
periode perencanaan pembangungan jangka menengah Sulawesi Tengah. Survey Kepuasan
Masyarakat ini ditentukan berdasarkan hasil survei responden dengan pengukuran 9 unsur
pelayanan. Selain itu berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat perubahan
klasifikasi angka pada pengkategorian Mutu Layanan. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14
Tahun 2017 Capaian kinerja ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT
BAIK, karena berada dalam kisaran nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
88,31 — 100,00. Untuk lebih jelasnya, hasil survei IKM pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
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Tabel 6 : Survei IKM Tahun 2021

Keterangan : No. UNSUR PELAYANAN NRR
-Uls/dUg =Unsur-Unsur Pelayanan U1 |Persyaratan 3,710
- NRR =Nilai Rata-Rata U2 |Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,820
-1KM =Indeks Kepuasan Masyarakat U3 |Waktu Penyelesaian 3,750
-¥) =Jumlah NRR IKM tertimbang U4 |Biaya/Tarif 4,000
- *¥) =Jumlah NRR Tertimbang x 25 US |Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,890
- NRR Per Unsur =Jumlah nilai per unsur dibagi U6 |Kompetensi Pelaksana 3,930
Jumlah Kuesioner yang terisi U7 |Perilaku Pelaksana 4,000
NRR tertimbang =MNRR per unsurx 0.071 U8 |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 4,000
per unsur U9 |Sarana dan Prasarana 4,000
IKM UNIT PELAYANAN : 98,00
Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : (3,5324 - 4,00) 88,31- 100,00
B (Baik) :(3,0644-3,532)  76,61- 88,30
C (Kurang Baik) : (2,60 - 3,064) 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : (1,00- 0,5996) 25,00- 64,99

Sumber : DPMPTSP Prov.Sulteng, 2021

Beberapa faktor penunjang tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang

efektif dan efisien adalah:

a. Fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kegiatan memberikan
pelayanan perizinan dan non perizinan. Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan untuk meningkatkan
jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berbasis IT sesuai dengan amanat
Presiden Republik Indonesia untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan perizinan dan
Non Perizinan di daerah dengan hadirnya OSS (Online Single Submission) sebagai bentuk
aplikasi layanan perizinan satu pintu yang bersifat menyeluruh.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Perizinan dan Non
Perizinan ini merupakan kegiatan untuk merumuskan kebijakan dibidang Pengadunan dan
Advokasi dan kebijakan laporan Layanan Perizinan dan Non perizinan.

d. Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
merupakan kegiatan yang memfasilitasi layanan pengaduan dan Informasi pelayanan

perizinan dan non perizinan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan pelayanan publik yang efektif dan

efisien ini didukung oleh program pelayanan penanaman modal.
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Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan
reformasi birokrasi

Sasaran Strategis ini diukur ketercapaiannya melalui 3 indikator kinerja, yaitu Opini
BPK, Nilai akuntabilitas kinerja, dan Indeks reformasi birokrasi. Capaian kinerja sasaran

strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 2

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Opimi BPK Predikat WTP WTP 100 wrTP 100
2. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Predikat BB B B BB Tidake
tercapai
3. Indeks Reformasi Birokrasi Poin 62 62,86 101,39 62 101,39
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 100,69 100,69

Hasil Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021
adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31
Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas,
serta perubahan ekuitas untuk tahun 2021 sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah
efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawasan pada dasarnya
diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
secara efektif dan efisien.

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 terealisasi
sebesar 69,37 poin dengan predikat B, tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu predikat
“‘BB”. Capaian ini sama dengan capaian akhir RPJMD. Hasil evaluasi Kemenpan-RB
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika
dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja
birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Provinsi Sulawesi
Tengah sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan

lebih lanjut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
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guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu melakukan identifikasi cross
cutting program dan kegiatan Perangkat Daerah, melakukan perbaikan indikator kinerja utama
dan indikator individu serta perjanjian kinerja Perangkat Daerah, desk penyusunan laporan

kinerja Perangkat Daerah.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan di delapan aspek manajemen
pemerintahan yaitu organisasi, Tata laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumberdaya
Manusia, Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Pola Pikir (mind-set) serta
Budaya Kerja (culture-set). Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Tengah Tahun 2021
memperoleh nilai 62,86 kategori B dengan capaian kinerja 101,39% dari target yang ditetapkan
sebesar 62 poin, capaian ini sama dengan capaian akhir RPJMD. Hasil evaluasi Kemenpan-RB
menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya untuk mewujudkan
tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan
meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai
pada komponen hasil. Namun terdapat penurunan pada hasil antara area perubahan.

Adapun beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

guna meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi pemerintah antara lain:

a. Memfasilitasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
kegiatan Coaching Clinic penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

b. Melakukan desk penginputan data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun
2021 ke beberapa Perangkat Daerah Sampel pada Bulan Mei Tahun 2021;

c. Melakukan Bimbingan Teknis ke seluruh APIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dalam
rangka meningkatkan kapasitas APIP selaku Tim Penilai Internal pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah, utamanya pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta data dukung yang harus dipenuhi Perangkat
Daerabh;

d. Merumuskan perbaikan indikator kinerja utama (IKU) kepala Daerah terpilih bersama pihak
Bappeda dan Inspektorat Daerah Prov. Sulteng guna tercapainya keselarasan dokumen
perencanaan dalam hal ini RPIJMD dan Renstra Perangkat Daerah utamanya pada Misi yang

terkait Tata Kelola pemerintahan yang baik;
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e. Melakukan Bimbingan Teknis Bedah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB ke semua Perangkat
Daerah, guna mendukung Misi Kepala Daerah Terpilih pada RPJMD Provinsi 2021-2026
dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Provinsi;

f. Menyempurnakan dokumen Road Map RB Provinsi yang berkesesuaian dengan RPJMD
Provinsi 2021-2026 untuk kemudian diformalkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi

Sulawesi Tengah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan
reformasi birokrasi didukung oleh program:
1. Program pembinaan kinerja dan pelayanan publik
2. Program penataan dan penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan
memadai
Sasaran Strategis ini diukur ketercapaiannya melalui 5 indikator Kkinerja, vyaitu
Persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap, Persentase rumah tangga
pengguna listrik, Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Persentase rumah layak
huni dan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Capaian kinerja sasaran strategis
ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 3

1 2 3 4 5 6 7 8

|, |Persentase kemantapan jaringan |, 62 62,31 100,50 62 100,50
jalan dalam kondisi mantap

5. |Persentase rumah tangga yang % 98 98,05 100,05 98 100,05
menggunakan listrik

3, [Persentase rumah tangga % 72 88,51 122,93 72 122,93
pengguna air bersih

4. |Persentase rumah layak huni % 74,55 76,06 102,03 74,55 102,03
Kontribusi sektor pertambangan o

5. terhadap PDRB % 15,45 14,14 91,52 15,45 91,52

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 103,41 103,41
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Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis tersedianya berbagai infrastruktur yang
merata dan memadai dengan lima indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 103,41% dengan
kategori “Sangat Baik”, sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangungan jangka
menengah Sulawesi Tengah. Untuk indikator persentase kemantapan jaringan jalan dalam
kondisi mantap terealisasi sebesar 62,31% atau tingkat capaian sebesar 100,50% melebihi target
yang ditetapkan sebesar 62%. Untuk indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik
terealisasi sebesar 98,05% atau tingkat capaian sebesar 100,05% melebihi target yang
ditetapkan sebesar 98%. Untuk indikator persentase rumah tangga pengguna air bersih
terealisasi sebesar 88,51% atau tingkat capaian sebesar 122,93% melebihi target yang
ditetapkan sebesar 72%. Selanjutnya indikator persentase rumah rumah layak huni terealisasi
sebesar 76,06% atau tingkat capaian sebesar 102,03% dari target yang ditetapkan sebesar
74,55%. Untuk indikator Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terealisasi sebesar
14,14% atau tingkat capaian sebesar 91,52% melebihi target yang ditetapkan sebesar 15,45%.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau
sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
Capaian ini dihitung berdasarkan kemantapan seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi
Tengah, yaitu persentase seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah (berdasarkan SK
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 620/299/DIS.BMPR-G.ST/2017 tentang Penetaapan Ruas
Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi) yang berkondisi baik dan sedang terhadap
panjang totalnya. Pencapaian ini secara umum didapatkan melalui kegiatan rekonstruksi jalan
dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang kurang lebih 50,224 km yang anggarannya bersumber
dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, dan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tengah. Selain itu pencapaian kinerja ini juga adalah hasil dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan
dan jembatan di ruas-ruas kewenangan provinsi. Peningkatan jalan tahun 2017 s/d 2020 dapat
dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 1 : Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Tengah
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Sumber : DBMPR Prov.Sulteng, 2022

Melihat dari sebaran kemantapan jalan di tiap kabupaten yang ada, terdapat beberapa
kabupaten yang membutuhkan perhatian yang lebih besar untuk penanganan jalan berupa
kegiatan rekonstruksi maupun pemeliharaan berkala jalan. Lebih jauh, bahwa kemantapan jalan
tidak dapat dianggap linier dengan panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya, sebab kondisi
jalan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu penentuan kondisinya berdasarkan data
hasil survei. Survei dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base
Jalan dengan menggunakan metode SDI. Surface distress index (SDI) adalah indeks nilai
perkerasan jalan yang didapat dari survei kondisi jalan yang diusulkan oleh Bina Marga. SDI
membagi kondisi jalan menjadi 4, yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan
kondisi rusak berat. Menurut RCS (Road Condition System) atau SKJ (Survey Kondisi Jalan)
2011, hanya ada 4 unsur yang dipergunakan sebagai dukungan untuk menghitung besaran nilai
SDI yaitu : % luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang per km, dan rata-rata kedalaman
rutting bekas roda. Pencapaian kinerja persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi
mantap ini didukung oleh program penyelenggaraan jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan

Ruang Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021.
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Gambar 2 : Rekap Paket Rekonstruksi Jalan Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2021
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Sumber : DBMPR Prov.Sulteng, 2022

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, kebutuhan energi listrik juga
turut meningkat. Selain penggunaan energi fosil untuk pembangkitan tenaga listrik yang lambat
laun mulai dikurangi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM mengoptimalkan
pengelolaan energi daerah yang berasal dari energi baru terbarukan. Hal ini menjadi salah satu
sasaran strategis dengan nilai konsumsi listrik per kapita yang diharapkan meningkat tiap
tahunnya. Nilai konsumsi listrik per kapita menjadi indikator tingkat kemajuan ekonomi suatu

daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 II- 29



i} L Lt 1 (8}

Kabupaten/Regency

Banggai Kepulauan Salakan 17 624 11588 26930 s

Banggad Luwuk 48072 51072 54004 57054

Talli 0314 32172 34150 36107

Morowali Bunghu 20 890 %M 9308 3561

Paso Paso 3519 37035 39002 41385

Tentena 26 78D 8122 70403 30944

Donggala Donggala 36 982 45555 48851 53679

Tambu 24488 %0 narmr 3776

Tolitali Tolitoli Khusiss 33534 15467 39132 4188

Bangkir 15730 16658 17583 18836

Bual Leok 24074 26394 28062 ER ]

Parigi Moutong Parigi 40140 51427 54300 57830

Moutong 15122 16331 17751 19130

Kotaraya 19494 MET 2315 4319

Tojo Una-Una Ampana arg ] 1ns 37630 40819

Sigi 1 — — — —

Banggai Laut Banggai 16994 18658 14928 18013

Mornowali Utara Kalonadale 12033 131340 25768 27 994

Kota/Municlpafity

Palu Kota S6461 104923 111200 120033

Kamonji 52 368 57735 61790 65069

Tavaeli 19141 11816 24961 26355

Tabel 9: Jumlah pelanggan listrik menurut Kab/Kota Prov. Sulteng, 2018-2021

Sumber : BPS Prov.Sulteng, 2022

Persentasi kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya meningkat dari 13,4% di tahun 2020 menjadi 14,14% di tahun 2021.
Peningkatan persentase ini pun diikuti dengan kenaikan nilai rupiah dari sektor
pertambangan. Peningkatan nilai rupiah ini salah satunya dipengaruhi oleh nilai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan. PDRB sektor pertambangan dan
penggalian atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar
34.925,93 milyar rupiah dan harga konstan 2010 sebesar 24.755,92 milyar rupiah. Data
runtun waktu dari PDRB sektor pertambangan dan penggalian ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 10 : PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Sektor Pertambangan dan Penggalian
atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 Tahun 2019 - 2021
(Milyar Rupiah)

Harga Berlaku
2020

Harga Konstan

Lapangan Usaha
pand 2020

2019 2021 2019 2021

Pertambangan dan

24.863 | 26.456 | 34.926 | 19.972 | 22.040 | 24.756

Penggalian

Sumber: BPS Prov. Sulteng,2022
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa PDRB sektor pertambangan dan penggalian Provinsi
Sulawesi Tengah mengalami trend naik dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Laju
pertumbuhan rata-rata dari tahun 2019 hingga 2021 sebesar 19,21%. Hal ini menunjukkan
kinerja yang baik dalam pelaksanaan program pendukung pencapaian peningkatan nilai
PDRB sektor pertambangan dan penggalian. Pencapaian indikator kinerja ini, Dinas ESDM
Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Aspek
Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Pencapaian sasaran strategis tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai
ini didukung oleh program sebagai berikut :
1. Program penyelenggaraan jalan
Program pengembangan jasa konstruksi
Program penyelenggaraan penataan ruang
Program pengelolaan dan pengembangan sistema air limbah
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
Program pengembangan perumahan

Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

© © N o g &~ DN

Program kawasan permukiman
10. Program pengelolaan aspek kegeologian

11. Program pengelolaan mineral dan batubara

Sasaran Strategis 4 : Menurunnya angka kemiskinan

Sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan diukur ketercapaiannya dengan indikator
persentase penduduk diatas garis kemiskinan. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 11: Capaian kinerja Sasaran Strategis 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase penduduk diatas garis

c o % 85,40 - 85,60 87,82 102,60 85,40 - 85,60 102,6
kemiskinan

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 102,60 102,60
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penduduk diatas garis kemiskinan
Sulawesi Tengah tahun 2021 mencapai 87,82% atau tingkat capaian sebesar 102,60% dengan
kategori “Sangat Baik” dari target yang ditentukan sebesar 85,40 - 85,60, capaian ini sama
dengan capaian akhir periode perencanaan pembangungan jangka menengah Sulawesi Tengah.

Secara umum, pada periode Maret 2013-September 2021, tingkat kemiskinan di Sulawesi
Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015
tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017
sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada September 2020,

akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat.

Gambar 3 : Jumlah dan persentase penduduk miskin
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Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan
non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk
menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan
hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu
diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman
kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
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Gambar 4 : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, Sept 2020- Sept 2021

LT Perkotaan Perdesaan Total
M @ ®3) @)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P,)
September 2020 1,83 3,20 2,78
Maret 2021 1,55 2,82 2,43
September 2021 1,48 2,59 2,24
Indeks Keparahan Kemiskinan (P,)
September 2020 0,43 1,07 0,87
Maret 2021 0,41 0,75 0,64
September 2021 043 0,70 0,62

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi
daripada di daerah perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
untuk daerah perkotaan sebesar 1,48 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 2,59.
Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,43, sedangkan di
daerah perdesaan mencapai 0,70.

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode September 2020 - Maret

2021 antara lain adalah:

1. NTP pada bulan September 2021 naik sebesar 4,95 poin menjadi 101,76 dari 96,81 pada
Maret 2021.

2. Laju inflasi Maret-September 2021 turun sebesar 0,86 persen poin menjadi 0,52 dari 1,38 pada
periode September 2020-Maret 2021.
Inflasi pada September 2021 sebesar -0,04, sedangkan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,2.

4. TPT Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin menjadi 3,75% dari 3,73%
pada Februari 2021.

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah serta para stakeholder dalam upaya mengeroyok kemiskinan
khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah
yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui
operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi

Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :
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1. Memperluas kesempatan kerja (Pomoting Opportunities for the Poor);
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Facilitating Empowerment);

3. Memperkuat ketahanan sosial (Enhancing Social Security).
Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya

dapat menekan angka kemiskinan.

Pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ini didukung oleh program
sebagai berikut :
1. Program pemberdayaan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Perlindungan dan jaminan sosial
4

. Perlindungan sosial

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya  peran serta masyarakat dalam

pembangunan ekonomi

Sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi

diukur ketercapaiannya dengan indikator indeks Gini. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 12 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 5

1 2 4 5 6 7 8
1. |Indeks Gini 0,31-0,35 0,326 93,14 0,31-0,35 93,14
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 93,14 93,14

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa per September 2021 indeks gini Sulawesi Tengah
mencapai 0,326 % atau tingkat capaian sebesar 93,14% dengan kategori “sangat baik” dari
target yang ditentukan sebesar 0,31-0,35, capaian ini sama dengan capaian akhir periode
Perencanaan pembangungan jangka menengah Sulawesi Tengah. Angka ini mengalami
kenaikan sebesar 0,00051 poin jika dibandingkan dengan Indeks gini September 2021 yang
sebesar 0,321, semakin tinggi indeks gini, semakin tinggi juga ketimpangan ekonomi. Ini salah

satu pekerjaan rumah menuntaskan kemiskinan.
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Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021
adalah sebesar 0,351 naik masing-masing sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2021 yang
sebesar 0,343, dan 0,017 poin dari September 2020 yang sebesar 0,334. Untuk daerah
perdesaan, pada Maret 2021 Gini Ratio adalah sebesar 0,278 turun masing-masing sebesar
0,001 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,279, dan 0,017 poin dibanding September 2020

yang sebesar 0,295. Gambar berikut perkembangan Gini Ratio di Sulawesi Tengah.

Gambar 5 : Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tengah Maret 2017 — Sept 2021
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Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Selama periode September 2020 — September 2021, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah
adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Pada September 2021, dengan nilai
Gini Ratio sebesar 0,326 menempatkan Sulawesi Tengah pada urutan ke-14 terendah se-
Indonesia. Demikian juga untuk wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Gini Ratio perkotaan dan
pedesaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah. Dibanding dengan
Gini Ratio nasional pada September 2021 yang sebesar 0,381, Provinsi Sulawesi Tengah,
Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan memiliki nilai Gini Ratio lebih rendah,
sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki nilai Gini Ratio yang lebih tinggi.
Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 maupun Maret 2021.
Gini Ratio menurut provinsi Se-Sulawesi periode September 2020 — September 2021 tersaji pada
tabel berikut :
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Tabel 13 : Indeks gini Provinsi Se-Sulawesi Periode Sep 2020 - Sep 2021

September 2020 Maret 2021 September 2021

Provins
i

() @) ® @ ®) (6) () ®) 9 (10) (11)

71  Sulawesi Utara 0,367 0,346 0,368 0,365 0,352 0,365 0,359 0,347 0,359
72  Sulawesi Tengah 0,334 0,295 0,321 0,343 0,279 0,316 0,351 0,278 0,326
73  Sulawesi Selatan 0,384 0,352 0,382 0,392 0,338 0,382 0,387 0,334 0,377
74  Sulawesi Tenggara 0,403 0,348 0,388 0,411 0,347 0,390 0,402 0,353 0,394
75  Gorontalo 0,390 0,391 0,406 0,398 0,397 0,408 0,407 0,390 0,409
76  Sulawesi Barat 0,437 0,321 0,356 0,446 0,321 0,356 0,451 0,326 0,366
INDONESIA 0,399 0,319 0,385 0,401 0,315 0,384 0,398 0,314 0,381

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
ekonomi ini didukung oleh program sebagai berikut :
1. Program pemberdayaan sosial

2. Program rehabilitasi sosial

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing,

profesional dan mandiri
Sasaran strategis terwujudnya koperasi yang Tangguh, berdaya saing, professional dan
mandiri diukur ketercapaiannya dengan indikator persentase koperasi aktif. Capaian kinerja

sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 :Capaian kinerja Sasaran Strategis 6

1 2 4 5 6 7 8
1. |Persentase koperasi aktif % 65,71 55,26 84,10 55,26 84,10
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 84,10 84,10

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif tahun 2021 sebesar 55,26%
atau tingkat capaian sebesar 84,10% dengan kategori “tinggi” dari target yang ditentukan
sebesar 65,71%, capaian ini sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangungan
jangka menengah Sulawesi Tengah. Artinya kedepannya pemerintah Sulawesi Tengah melalui
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus menggerakkan sektor swasta dalam upaya
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pemulihan ekonomi nasional khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disebagian
wilayah terdampak bencana diakibatkan oleh gempa Bumi, tsunami dan likuifaksi yang terdampak
di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Donggala, Sigi dan Parigi Moutong dan Kota Palu.

Indikator meningkatnya koperasi aktif dapat diukur dengan bertambahnya kelembagaan
koperasi yang berkualitas. Koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Peranan
koperasi dalam pembangunan perekonomian ialah menghimpun skala-skala usaha kecil dan
menjadikannya lebih besar dengan segala aspeknya. Koperasi juga digunakan sebagai alat untuk
memberantas para rentenir yang banyak terdapat didaerah. Kenyataan menunjukan bahwa
masyarakat, khususnya masyarakat dipedesaan belum memiliki kekuatan ekonomi yang cukup
untuk mengembangkan usahanya sendiri karena mereka memerlukan bantuan dan bimbingan
dari pemerintah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi lainnya yang dapat memberikan
pelayanan kepada setiap anggotanya terutama dalam menyediakan pangan dan kebutuhan
lainnya. Pada tahun 2021 jumlah koperasi bertambah sebesar 38 koperasi atau 1,73% dari

jumlah koperasi tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan koperasi di beberapa

daerah.
Tabel 15 : Koperasi Per Kabupaten Kota Tahun 2017 s/d Tahun 2021

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

No Kab/Kota 2017 2018 2019 2020 2021
1 Palu 209 217 215 215 219
2 Donggala 131 131 130 132 136
3 Sigi Biromaru 68 73 75 83 80
4 Parigi moutong 230 231 231 231 231
5 Poso 346 352 359 359 359
6 Morowali 111 117 121 143 150
7 Touna 66 66 68 68 68
8 Banggai 235 243 160 172 179
9 Bangkep 95 95 96 96 97
10 | Tolitoli 159 163 166 169 179
11 Buol 220 224 224 224 226
12 Banggai Laut 50 43 54 55 57
13 Morowali Utara 91 123 105 121 121
14 Provinsi 62 72 83 87 91

Jumlah 2.073 2.150 2.087 2.155 2.193

Sumber : Dinas KUKM Prov.Sulteng, 2022
Jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar 21 unit koperasi atau

kenaikan 0,95% dari jumlah koperasi aktif tahun 2020, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif
tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 17 unit koperasi atau 0.77% dari tahun 2020.
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Tabel 16. Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2017 s/d Tahun 2021

Jumlah Koperasi dan Tidak Aktif

1.800
1.600 1.478

1.400 1.189 1.195 1.216
1.200
960 977

1.000 898 R ,

800 505 -

600 — — :

400

200

0

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

1.575

H Koperasi Aktif M Koperasi Tidak aktif

Sumber : Dinas KUKM Prov.Sulteng, 2022

Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. jumlah koperasi aktif secara keseluruhan kabupaten/Kota tahun 2021 bertambah sebesar 21
unit usaha menjadi 1.216 Unit dari tahun 2020 sebesar 1.195 Unit.

2. Selisin Hasil Usaha (SHU) di tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar 168.911.000
menjadi 4.203.121.000 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 4.372.032.000.

3. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui Program Pelayanan Izin Usaha simpan
Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Penilaian Kesehatan
Koperasi berdampak pada aktifnya koperasi yang sebelumnya tidak aktif, kegiatan
Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan Koperasi berdampak pada peningkatan
Unit Koperasi dengan setelah dilakukan tahap penilaian dapat dikualifikasikan menjadi
koperasi sehat, Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi melalui kegiatan sosialisasi-
sosialisasi yang berdampak pada kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan berhasil
menumbuhkan koperasi baru. Akan tetapi dari dampak pandemi Covid —19 mengakibatkan
pengurangan produksi sehingga menyebabkan turunnya angka produksi.

4. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh para pejabat maupun para staf OPD untuk
memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya koperasi yang Tangguh, berdaya saing,
profesional dan mandiri ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

3. Program Penilaian Kesehatan Koperasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 II- 38



4. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktif
perdagangan

Sasaran strategis meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktif perdagangan diukur

ketercapaiannya dengan dua indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan

ekspor bersih perdagangan. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 7

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontribusi sektor perdagangan o
1. terhadap PDRB % 11,59 6,41 55,31 11,59 55,31
. Juta
2. | Ekspor bersih perdagangan USD 1.200 4902,86 408,57 5.000 335,59
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 231,94 195,45

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 231,94%
dengan kategori “Sangat baik”, begitu juga untuk capaian akhir periode Perencanaan
pembangungan jangka menengah Sulawesi Tengah tercapai sebesar 195,45%. Untuk indikator
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 6,41% atau tingkat capaian
sebesar 55,31% dari target yang ditetapkan 11,59%. Data yang digunakan merupakan data
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihitung berdasarkan komponen
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi
sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk
indikator ekspor bersih perdagangan terealisasi sebesar USD 4902,86 atau tingkat capaian
sebesar 408,57% melebihi dari target yang telah ditetapkan USD 1.200 .

Selama tahun 2021 perekonomian di Sulawesi Tengah terus dibayang- bayangi kontraksi
atau tekanan yang menyebabkan pelemahan akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah lebih
dulu meluluhlantahkan perekonomian sejumlah wilayah di Indonesia dan negara lainnya. Pandemi
ini menyebabkan supply demand terganggu sebagai akibat adanya penerapan protokol
kesehatan, dikarenakan beberapa negara pengimpor menerapkan sistem lockdown membuat
pengiriman barang memakan waktu yang lama hingga biaya pengiriman logistik pun bertambah

dan berpengaruh terhadap harga jual barang impor. Di tingkat nasional ketersediaan barang
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pokok seperti minyak goreng lebih dipengaruhi oleh karena ada kenaikan dari sisi permintaan

(demand) dan penurunan dari sisi penawaran (supply).

Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan supply antara lain :

1. Produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. CPO
(Crude Palm QOil) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh
masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga.
Kenaikan itu dari 1100 dolar AS menjadi 1340 dollar. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak
goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri.

2. kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah
untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak
jenis solar.

3. kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Ada beberapa negara di belahan dunia lain
yang sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Konsumen luar negeri yang selama ini

menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga
stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait
prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah
relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama
tahun 2021 melakukan Pasar Murah dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga
stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi juga oleh sektor Transportasi
dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi,
Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Selama tahun 2021
tercatat 41 Jumlah penanganan sengketa konsumen (kasus), yang ditangani oleh 3 BPSK.
Penanganan sengketa konsumen ini berkaitan erat dengan kewenangan tertib niaga. Selain itu
selama tahun 2021 juga terdapat 77 komoditi yang diuji dan 207 alat yang dikalibrasi oleh UPT.
PSMB.

Peningkatan hasil tambang/smelter mempengaruhi jumlah realisasi perdagangan bersih
yang significant upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor
dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar
ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana

dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar
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muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara
tujuan diakibatkan pandemi. Pada tahun 2021 nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki
peningkatan yang significant tetapi hal ini dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan sarana
ekspor, komitmen peningkatan produksi komoditi unggulan dan dengan menciptakan eksportir
baru.

Selama Januari-Desember 2021, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor
senilai US$10.735,29 juta atau 88,43% dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai
US$1.001,13 juta (8,25%). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap
total ekspor masing-masing di bawah 3,00%.

Selama Januari-Desember 2021, Pelabuhan Kolonodale mendominasi layanan ekspor
senilai US$10.805,53 juta atau 89,01%dari total nilai ekspor, disusul Luwuk senilai US$1.242,54
juta atau 10,24%, dan Pantoloan senilai US$9,67 juta atau 0,08%. Sementara itu, ekspor melalui
pelabuhan di provinsi lainnya tercatat US$81.87 juta atau sebesar 0,67%. Peningkatan aktifitas
ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM)
Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun
2021, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral
dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang. Perkembangan nilai
dan volume ekspor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 18 : Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2021 (US$ Juta)

BPS SKA
LA NILAI IMPOR EKSPOR NILAI FORM NEGARA

EKSPOR BERSIH EKSPOR TERIUAL | TUJUAN

putausg) | UUTA Lt (JUTAUSS) | (JUTAUSS) | (SET) TERBANYAK
JANUARI 606,29 222,98 383,31 282,67 396 VIETNAM
FEBRUARI 792,65 339,11 453,54 175,51 221 CHINA
MARET 783,72 526,63 257,09 432,42 643 VIETNAM
APRIL 956,58 492,30 464,28 518,74 453 VIETNAM
MEI 941,65 818,44 123,21 433,73 430 VIETNAM
JUNI 1.109,11 698,79 410,32 425,31 505 VIETNAM
Jul 937,20 450,05 487,15 384,29 393 VIETNAM
AGUSTUS 1.131,13 664,67 466,46 550,61 653 INDIA
SEPTEMBER | 1.189,46 489,22 700,24 639,15 726 INDIA
OKTOBER 1.190,04 606,85 583,19 565,93 527 VIETNAM
NOVEMBER | 1.171,71 786,91 384,80 584,61 624 INDIA
DESEMBER 1.246,68 1.057,41 189,27 542,76 522 VIETNAM
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DAB 668,39

TOTAL 12.056,22 7.153,36 4.902,86 6.204,11
Sumber :Disperindag Prov. Sulteng, 2022

6093

Selama Januari-Desember 2021, ekspor terbesar Sulawesi Tengah (melalui Sulawesi
Tengah dan Provinsi lain) ditujukan ke Tiongkok senilai US$5.130,06 juta, diikuti ke Taiwan senilai
US$2.932,11 juta, Korea Selatan senilai US$761,29 juta, Italia senilai US$686,32 juta, dan
Vietnam senilai US$545,15 juta. Berdasarkan kontribusinya, ekspor ke lima negara tujuan tersebut
meliputi Tiongkok 42,26%, Taiwan 24,15%, Korea Selatan 6,27%, Italia 5,65 %, dan Vietham
4,49%. Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah
tahun 2020, ekspor ke negara Vietnam mendominasi transaksi tahun 2021 dengan realisasi
sebesar US$ 3.585,84 Juta atau 57,80% dari total transaksi tahun 2021. Rekapitulasi ekspor
menurut negara tujuan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19 : Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2021 (SKA)

REALISASI
NO. | NEGARA TUJUAN | PELABUHAN MUAT V?h;gE EKSPOR
(US$IUTA)
1 AUSTRALIA TG. PRIOK 832.27 1,87
2 BRAZIL POSO 14.880.33 4331
3 CANADA POSO 31096 0.67
4 CHINA PANTOLOAN, 1.197.371.59 3.374.89
KOLONODALE,
POSO.
BAHUDOP!.
SURABAYA,
TG.PRIOK
5 INDIA POSO, PANTOLOAN 76.314.58 337.32
6 ITALY POSO 51.99 86.11
7 JAPAN PALU. 1.290.77 553
PANTOLOAN,
POSO
8 KOREA BAHUDOPI. 1.072.39 17.97
POSO.
PANTOLOAN,
TG.PERAK
9 MALAYSIA BAHUDOP!. 67.993.88 342.94
POSO.
PANTOLOAN
10 | MEXICO POSO 101,53 053
11 | MYANMAR BAHUDOP| 19,30 13.96
12 | PAKISTAN PANTOLOAN 4.277.06 28.84
13 | PHILIPPINES BAHUDOP!. 9.410.12 232.45
PANTOLOAN
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14 REUNION INDONESIA BULK 664,95 2,32
TERMINAL
15 RUSSIAN BAHUDORPI, 15.359,43 39,66
FEDERATION BONTHAN BAY,
INDONESIA BULK
TERMINAL, POSO
16 SINGAPORE BAHUDOPI, POSO 46,22 27,56
17 SOUTH AFRICA BAHUDORPI 12,07 21,43
18 SRI LANKA BAHUDORPI 58,00 30,13
19 TAIWAN BAHUDORPI, 9.609,51 91,77
POSO, TG.PRIOK
20 THAILAND BAHUDORPI, 9.298,15 52,35
POSO, TG.PRIOK
21 TURKEY BONTHAN BAY, 47.998,25 231,21
INDONESIA BULK
TERMINAL,
POSO, TG.PRIOK
22 UNITED ARAB POSO 128,76 0,53
EMIRATES
23 UNITED KINGDOM INDONESIA BULK 228,80 0,50
TERMINAL,
TG.PRIOK
24 UNITED STATES OF INDONESIA BULK 8.955,16 32,39
AMERICA TERMINAL,
TG.PRIOK, POSO
25 VIET NAM BOOM BARU, 124.396,00 519,47
MUTIARA PALU,
PANTOLOAN,
POSO,
TG.PERAK
26 DAB 126.364,51 668,39
TOTAL 1.717.046,58 6.204,11

Sumber :Disperindag Prov. Sulteng, 2022
Pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktif
perdagangan ini didukung oleh program sebagai berikut :
1. Program Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Perdagangan Dalam Negeri

3. Program dukungan manajemen

Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya industri yang Tangguh, profesional dan
mandiri
Sasaran strategis menignkatnya nilai dan realisasi investasi diukur ketercapaiannya dengan
indikator pertumbuhan industri. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel
berikut :
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Tabel 20 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1. [Pertumbuhan Industri % 7,80 - 8,00 24,26 311,03 7,80 - 8,00 311,03
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 311,03 311,03

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri Sulawesi Tengah 2021
mencapai 24,26 % atau tingkat capaian sebesar 311,03% dengan kategori “sangat baik” dari
target yang ditentukan sebesar 7,80-8,00, realisasi ini merupakan hasil pendataan pada Aplikasi
SlINas dimana terdapat 10.929 unit usaha industri di Sulteng pada tahun 2021 dari sebelumnya di
tahun 2020 terdapat 8.795 unit usaha industri. Capaian ini sama dengan capaian akhir periode
Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah sebesar 311,03%.

Ada beberapa kabupaten yang pertumbuhan IKM nya meningkat karena adanya beberapa
kawasan industri & industri besar yang dibangun seperti Kabupaten Morowali (PT. IMIP), Morut,
Touna, Banggai (PT. Donggi Senoro LNG) sehingga memicu pertumbuhan disekitarnya. Industri
kecil menengah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan adalah industri : pangan, furnitur,
alat angkut, sandang, barang dari kayu, logam, kimia, mesin, kerajinan, aneka kemasan /
percetakan dan elektronika. Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun
2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 21 : Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun
2018 2019 | 2020 [2021
1 Palu 1167 1256 | 1363 | 1508 1878 [1360
2 Donggala 502 532 572 631 350 374
3 Sigi 557 594 710 734 648 (1430
4 Parigi Moutong 256 284 315 388 445 490
5 Poso 468 501 536 574 583 626
6 Tojo Una-Una 528 573 621 801 1040 (1201
7 Morowali 594 643 694 719 632 990
8 Banggai 109 119 139 199 273 335
9 Banggai Kepulauan 471 509 549 823 308 532
10 | Toli-Toli 310 407 621 656 858 887
11 | Buol 550 597 645 814 815 (1094
12 | Morowali Utara 205 212 244 272 530 460
13 | Banggai Laut 43 53 62 275 367 [1072

Jumlah (Unit Usaha) 7071 | 8394 |
Sumber :Disperindag Prov. Sulteng, 2022

8727 | 10851

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan Industri Besar dicapai dengan realisasi sebesar 14,71%.
Realisasi pertumbuhan industri besar pada Tahun 2021 yakni sebesar 14,71%, jika dibandingkan
dengan presentase pertumbuhan industri Tahun 2020 yang memiliki nilai sebesar 36,00%.
Peningkatan akumulasi industri besar pada SlINas ini didukung dengan adanya Kawasan
Industri yang berada pada Provinsi Sulawesi Tengah, pengembangan kawasan industri
merupakan upaya dalam mendorong tumbuhnya industri nasional. Pembangunan kawasan
industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan
lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan
dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa
upaya untuk mendorong pembangunan industri perlu dilakukan melalui pembangunan lokasi
industri yaitu berupa Kawasan industri.

Tabel 22 : Pertumbuhan Industri Besar di Sulawesi Tengah

Uraian 2016 2017 2018 2019 [2020 2021*
Industri Besar |- 37 43 50 68 78
Jumlah (§] 7 18 10
% 16,22 | 16,28 36,00 (14,71

Sumber :Disperindag Prov. Sulteng, 2022

Hasil capaian ini juga didukung dengan pencapaian 1 (Satu) Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 yang akan menjadi acuan Penyusunan RPIK di
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Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Perda tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permenperind Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan RPIP/RPIK bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota yang wilayah administrasinya
memiliki Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian dan atau mempunyai potensi Urusan
Pemerintahan Pilihan Perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi

(RPIP) / Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Keberhasilan capaian ini juga berkaitan erat dengan Kesiapan SDM Sulawesi Tengah
menghadapi tantangan di era Industri 4.0, sebuah strategi Indonesia untuk mencapai 10 Besar
Ekonomi Dunia di Tahun 2030. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah dalam menghadapi tantangan di era Industri 4.0 antara lain :

a) Meningkatkan Skil/'SDM Para Pelaku IKM yang ada di daerah

b) Memfasilitasi Para IKM berkaitan dengan Legal, Produk dan Pasar

¢) Memfasilitasi Para IKM untuk masuk ke marketplace

d) Memberikan Pendampingan/Mentoring Kepada Para Pelaku IKM

e) Melakukan Workshop/Pelatihan Kewirausahaan bagi para Alumni SMK /
Perguruan Tinggi / Masyarakat Umum

f)  Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

Pada tahun 2013, diinisiasi Oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dan STMIK
Bina Mulia Palu, melalui MoU Pengembangan IBTI di Sulawesi Tengah terbentuklah Lembaga
Inkubator Binis Teknologi Informasi (IBTI) Sulawesi Tengah “Maleo Techno Center”. Pembentukan
Lembaga IBTI adalah bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan industri dan
pengembangan industri kreatif di Sulawesi Tengah, dengan sasaran peningkatan wirausaha baru
berbasis teknologi informasi dan peningkatan pelaku industri E-Comerce, Inkubator Bisnis TI
menyediakan layanan untuk pendampingan pengembangan bisnis yang dibutuhkan oleh para
tenant seperti :

a. Konsultansi Bisnis dan Pelatihan

b. Pembuatan Proposal Bisnis/Model Bisnis

c. Pengembangan dan pembuatan prototype produk / teknologi ICT seperti: Pembuatan website,
Animasi, Aplikasi dll

d. Mentoring Bisnis
e. Manajemen bisnis
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f. Promosi Produk
g. Akses legalitas usaha dan sertifikasi produk

h. Pengembangan sumberdaya manusia

Pada tahun 2021 tercatat 12 fasilitasi industri yang dilakukan oleh Bidang PPI. Selain itu,
terdapat 268 layanan IKM yang dilakukan oleh UPT. P2IPK jika dibandingkan dengan tahun 2020
terdapat 220 jumlah layanan IKM. Hal ini didukung oleh semakin baiknya sarana prasarana
penunjang kegiatan teknis yang ada pada UPT. P2IPK. Selain itu juga didukung oleh peningkatan
kemampuan SDM aparatur pada UPT. P2IPK.

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya industri yang Tangguh, profesional dan mandiri
ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program perencanaan dan pembangunan industri
2. Program pengendalian izin usaha industri

3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya nilai dan realisasi investasi

Sasaran strategis menignkatnya nilai dan realisasi investasi diukur ketercapaiannya dengan
indikator nilai realisasi investasi. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 23 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 9

1. | Nilai realisasi investasi

- PMDN Rp 1.600.000.000.000 3.012.341.100.000 | 188,27 1.600.000.000.000 188,27

- PMA Rp 16.950.510.000.000 39.684.282.680.000 | 234,12 21.700.000.000.000 182,88
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 211,19 185,57

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata nilai realisasi investasi tahun 2021
sebesar 211,19% dengan kategori “sangat baik” melebihi target yang telah ditetapkan, untuk
capaian akhir periode Perencanaan pembangungan jangka menengah Sulawesi Tengah
terealisasi sebesar 185,57%. Pada tahun 2021 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Republik Indonesia menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar

yaitu Rp. 31,75 Triliun. Target tersebut dapat dicapai dengan baik oleh Pemerintah Daerah
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Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP. Upaya peningkatan realisasi investasi di Sulawesi

Tengah tetap dilakukan meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga target

tersebut dapat dicapai dengan baik bahkan melebihi target, dengan nilai total realisasi investasi

sebesar Rp.42,69 Triliun atau 134,48% dari target realisasi BKPM RI. Jumlah investor yang

berinvestasi juga menagalami peningkatan, dengan capaian 425 proyek baru dengan rincian 379
perusahaan PMDN dan 46 proyek PMA baru.

Selanjutnya untuk Prestasi dan Penghargaan di Tingkat Nasional Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP juga mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1.

Penghargaan Kepada Provinsi Sulawesi Tengah “Tanda Penghargaan bagi institusi yang
berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan” dari Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia

Penghargaan sebagai Peringkat kedua (Terbaik 1) Tingkat Nasional pada Lomba Anugrah
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 berdasarkan hasil Monev Keterbukaan infomasi
Badan Publik Tahun 2021.

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya nilai realisasi investasi di

Sulawesi Tengah sebagai berikut:

a.

Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama dalam melaksanakan
kegiatan walaupun dalam masa pandemi Covid-19, sehingga program kerja dapat terlaksana

sesuai rencana.

Adanya semangat dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi

kelengkapan administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku.

Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun di pusat dalam

mendukung pelaksanaan program.

Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan
berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan

kegiatan dan program kerja.
Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai dan realisasi investasi ini didukung oleh

program sebagai berikut :

1.
2.

Program pembangunan iklim penanaman modal

Program promosi penanaman modal
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3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
ekonomi
Sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi diukur
ketercapaiannya dengan dua indikator yaitu peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan
peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG). Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 10

1 2 4 5 6 7 8
Peningkatan Indeks
1. % 93 93,00 100,00 93 100,00
Pembangunan Gender (IPG) ? ’ ’ ’
o, | FPeningkatan Indeks % 76,00 - 77,00 76,00 100,00 76,00 - 77,00 100,00
Pemberdayaan Gender
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 100,00 100,00

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100%
dengan kategori “Sangat Baik”, begitu juga untuk capaian akhir periode Perencanaan
pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah tercapai sebesar 100%. Untuk indikator
peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) terealisasi sebesar 93% atau tingkat capaian
sebesar 100% dari target yang ditetapkan 93%, sedangkan untuk indikator peningkatan indeks
pemberdayaan gender (IDG) terealisasi sebesar 76% atau tingkat capaian sebesar 100% dari
target yang ditetapkan 76,00 - 77,00%.

Meskipun keterlibatan perempuan di ranah politik sudah mulai kelihatan dan diakui
eksistensinya, namun jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki memang masih belum
menunjukkan kesetaraan, khususnya pada beberapa aspek pembangunan. Disamping itu juga,
pada tahun 2021 masih belum bergeser eksistensi perempuan dalam bidang legislatif, hal ini
dapat dilihat dari pencapaian realisasi kinerja keuangan yang disebabkan karena dampak dari
pandemi Covid-19 yang terjadi selama setahun, sehingga pelaksanaan program kegiatan, tidak
maksimal hanya dilakukan secara daring (Zoom Meeting).

Upaya kedepan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di legislatif perlunya melakukan

peningkatan pemahaman melalui sosialisasi politik dan pelatihan politik bagi perempuan dan
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penguatan politik perempuan yang berdaya saing, sehingga kuota 30% di parlemen dapat
dioptimalkan dengan terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan di Parlemen setiap

tahunnya.

Berbagai hal telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan gender yang antara
lain melalui kegiatan-kegiatan seperti Pengembangan forum peningkatan produktifitas ekonomi
perempuan (PPEP) dan pembinaan Industri Rumahan Perempuan, Fasilitasi Forum Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan dan sosialisasi percepatan pemberantasan buta aksara perempuan,
Bimbingan teknis manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha
dan Pencegahan dampak negatif lingkungan yang responsif gender.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
ekonomi ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

2. Program peningkatan kualitas keluarga

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya kunjungan wisatawan
Sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan diukur ketercapaiannya dengan dua
indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan jumlah kunjungan wisatawan

nusantara. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 11

1 2 4 5 6 7 8
j, |Jumlah kunjungan wisatawan |\ 20.000 1.085 | 543 21500 | 505
mancanegara
p, |[Jumlah kunjungan wisatawan | o o 4.000.000 713.618 | 17,84 4.000.000 | 17,84
nusantara
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 11,63 11,44

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 11,63 %
dengan kategori “Sangat Rendah”, begitu juga untuk capaian akhir periode Perencanaan
pembangungan jangka menengah Sulawesi Tengah hanya tercapai sebesar 11,44%.
Menurunnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan
nusantara disebabkan oleh penyebaran virus Covid 19 secara global di seluruh dunia. Untuk
indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terealisasi sebesar 1.085 orang atau tingkat

capaian sebesar 5,43% dari target 20.000 orang, sedangkan untuk indikator jumlah kunjungan
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wisatawan nusantara terealisasi sebanyak 713.618 orang atau tingkat capaian sebesar 17,84%
dari target 4.000.000 orang.

Perkembangan tingkat kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah dalam
kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan
meskipun pada periode tertentu cukup berfluktuasi, yang mana salah satu sebab peningkatannya
adalah karena adanya peristiwva Gerhana Matahari Total (Total Solar Eclypse). Selain itu juga
penyebab menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
disebabkan adanya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu,
Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2018.
Selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah tahun dimana sektor pariwisata
mengalami dampak yang sangat signifikan akibat merebak dan menyebarnya pandemi virus
corona (covid-19), mobilitas masyarakat yang terbatas dengan diberlakukannya lockdown di
mancanegara dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di dalam negeri
serta penutupan berbagai tempat rekreasi dan wisata sebagai bentuk antisipasi penyebaran
pandemi, berimbas besar terhadap perputaran roda ekonomi, termasuk juga pada pengurangan
tenaga kerja di sektor pariwisata.

Perencanaan pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah memerlukan sebuah analisis
faktor lingkungan internal berupa kekuatan (Strenght) dan kelemahan (weaknesses) dan juga
perlu memperhatikan faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunities) dan
tantangan (threaths). Untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah, kedua faktor
ini sangat diperlukan untuk mengetahui peluang serta kendala apa saja yang harus
dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya vyaitu

perencanaan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan ini didukung oleh
program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
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Sasaran Strategis 12 : Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga
kerja
Sasaran strategis terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja diukur

ketercapaiannya dengan dua indikator yaitu tingkat pengangguran terbuka (TP) dan tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK). Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 12

1 2 4 5 6 7 8
1. |Tingkat pengangguran terbuka % 3,25 - 3,00 3,75 80 3,25 - 3,00 80
5. |Tingkat partisipasi angkatan % 70.01 68,73 98,17 70.01 98,17
kerja
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 89,09 89,09

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis terciptanya kesempatan kerja dan penempatan
tenaga kerja dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 89,09% dengan kategori
“Tinggi”, sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangungan jangka menengah
Sulawesi Tengah. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka per agustus 2021 sebesar 3,75%
atau tingkat capaian sebesar 80% dari target sebesar 3,00. Untuk indikator tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) capaian realisasi tahun 2021 sebesar 68,73% atau tingkat capaian
sebesar 98,17% dari target yang ditetapkan sebesar 70,01%. Terdapat 217,62 ribu orang (14,27
persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (9,18
ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (3,67 ribu orang), sementara fidak bekerja karena
COVID-19 (12,60 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena
COVID-19 (192,17 ribu orang).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga
kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga
kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 3,75 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja,
terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,02
persen poin dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin
dibandingkan dengan Februari 2021. Berikut gambaran trend tingkat pengangguran terbuka (TPT)
menurut jenis kelamin Agustus 2020 — Agustus 2021 Sulawesi Tengah.
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Gambar 6 : Trend TPT menurut jenis kelamin Agustus 2020 — Agustus 2021
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Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Pada agustus 2021, TPT perkotaan (5,74%) lebih tinggi dua kali TPT di daerah perdesaan
(2,86%). Dibandingkan agustus 2020, TPT perkotaan turun sebesar 0,59% poin dan TPT
perdesaan naik sebesar 0,20% poin. Jika dibandingkan dengan februari 2021, TPT perkotaan
mengalami penurunan sebesar 0,08% poin sedangkan TPT perdesaan mengalami kenaikan

sebesar 0,03 persen poin.

Gambar 7 : Trend TPT menurut daerah tempat tinggal Agustus 2020 — Agustus 2021
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Ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang
telah dilakukan sebagai berikut :

a. Masih kurangnya kemampuan SDM sehingga berdampak pada lemahnya pembagian tugas
secara internal serta peningkatan mutu/kualitas.

b. Masih kurangnya SDM tenaga fungsional instruktur/pengajar yang sudah melaksanakan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun upgrading sesuai dengan kompetensi yang
dilaksanakannya.

c. Masih terbatasnya peralatan, teknik dan metode terbarukan dalam pelaksanaan pelatihan
maupun pengelolaan usaha.

d. Pandemi covid-19 telah memberikan dampak pada sektor ketengakerjaan dengan
meningkatnya jumlah pengangguran di Sulawesi Tengah .

Beberapa alternatif solusi yang akan dilakukan antara lain :

a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik secara kualitas maupun kuantitasnya
serta meningkatkan kemudahan memperoleh akses pengetahuan.

b. Mengusulkan pengangkatan tenaga fungsional pengajar yang baru dan upgrading pengajar.

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal (lintas sektoral) dalam
lingkup lembaga/instansi Permerintah maupun non Pemerintah.

d. Melakukan pengusulan penambahan alokasi dana untuk pengadaan peralatan baru, serta
sosialisasi dan pengajaran untuk penerapan teknik dan metode terbarukan.

Pencapaian sasaran strategis terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program perencanaan tenaga kerja

2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

3. Program penempatan tenaga kerja

Sasaran Strategis 13 : Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil
Sasaran strategis terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil diukur ketercapaiannya

dengan indikator Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal. Capaian kinerja sasaran strategis ini

dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 27 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 13

1 2 4 5 6 7 8

Persentase Kabupaten/Kota Tidak

. % 69,23 76,92 111,11 69,23 111,11
Tertinggal

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kabupaten/kota tidak tertinggal tahun
2021 terealisasi sebesar 76,92 % atau tingkat capaian sebesar 111,11% dengan kategori “sangat
baik” dari target yang ditentukan sebesar 69,23%. Capaian ini juga telah melebihi target yang
ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pencapaian sasaran ini cukup maksimal dengan adanya kegiatan dan dukungan dari input
maupun output, sehingga masyarakat di wilayah tertinggal dapat meningkatkan taraf hidup
melalui pembangunan sarana dan prasarana yang baik, sumber daya manusia yang handal serta
pertumbuhan ekonomi lokal.
Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menuntaskan kabupaten/kota yang
tertinggal di Sulawesi Tengah antara lain :
1. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di wilayah tertinggal dan
peningkatan pelayanan kesehatan.
2. Adanya kebijakan mengenai daerah tertinggal seperti tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapam daerah tertinggal Tahun 2020-2024.
3. Dilakukan identifikasi dan inventarisasi beberapa sarana dan prasarana yang kurang
memadai serta ditingkatkan fungsinya di wilayah terpencil.
4. Telah dilakukan berbagai penyuluhan/pelatihan kepada warga untuk meningkatkan sumber

daya manusia.

Sasaran Strategis 14 . Optimalnya tata Kelola hutan untuk pengendalian
kerusakan DAS dan hutan lindung

Sasaran strategis optimalnya tata Kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan

hutan lindung diukur ketercapaiannya dengan indikator Persentase kerusakan kawasan hutan.

Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 28 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 14

1 2 3 4 5 6 7 8
L Persentase kerusakan kawasan % 0,14 0,15 92,86 0,15 92,86
hutan
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 92,86 92,86

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kerusakan kawasan kehutanan tahun
2021 terealisasi sebesar 0,15% atau tingkat capaian sebesar 92,86% dengan kategori “sangat
baik” dari target yang ditetapkan sebesar 0,14%. Capaian ini juga telah melebihi target yang
ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya
bersama berbagai pihak Polisi kehutanan Dinas Kehutanan Prov.Sulawesi Tengah bersama
Kepolisian dan GAKUM LHK Wilayah Il Sulawesi serta kesadaran masyarakat yang meningkat,
namun kerusakan kawasan hutan yang di akibatkan oleh perambahan hutan, pembukaan lahan
dan perladangan liar yang dilaporkan masih terjadi dengan capaian seluas 6.439,69 Ha/tahun
dengan persentase 0,15% yaitu perbandingan antara luas kerusakan Kawasan Hutan dengan
luas total kawasan hutan di Sulawesi Tengah.

Gambar 8 : Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan
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Sumber : Dishut Prov.‘ Ing, 2022

Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil
Hutan dilaksanakan dengan skala prioritas dan pemilihan penanganan yang memberikan
dampak/efek jera bagi para pelanggar, mampu memberikan pesan yang jelas dan tegas,
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meskipun terdapat keterbatasan personil dan anggaran serta tingginya aktivitas illegal di dalam
kawasan hutan untuk tambang dan perambahan. Kerjasama dengan Kepolisian dan GAKUM LHK

dalam penegakan hukum memberikan hasil yang baik dengan terpenuhinya capaian kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis optimalnya tata Kelola hutan untuk pengendalian kerusakan
DAS dan hutan lindung ini didukung oleh program sebagai berikut :
1. Program pengelolaan hutan
2. Program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM
3. Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)

Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran strategis kualitas lingkungan hidup diukur ketercapaiannya dengan indikator indeks

kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 15

1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Indeks kualitas lingkungan hidup | Poin 71 77,78 109,54 71 109,54
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 109,54 109,54

Capaian sasaran strategis ini dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup Sulawesi
Tengah tahun 2021 terealisasi sebesar 77,78% atau tingkat capaian 109,54% dengan kategori
“sangat baik” dari target yang ditetapkan sebesar 71%. Capaian ini juga telah melebihi target
yang ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia,
dimana IKLH Provinsi merupkan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks
kualitas hidup seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan
untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan
sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Indeks Kualitas Air, yang diukur
berdasarkan parameter-parameter : TSS, DO, BOD,COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform;
(2) Indeks Kualitas Udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NOg2; (3)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Lahan; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut, yang
diukur berdasarkan parameter-parameter : TSS, DO, Minyak dan Lemak, Orto-Fosfat, Amonia
Total.
Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan
kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air. Kualitas
air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis kontinu.
Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih banyak lokasi, sedangkan
pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara terus menerus, sesaat dan data
yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik pemantauan. Upaya pencegahan dan
penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar
sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka
pengawasan berada di hilir. Pengendalian pencemaran air merupakan kegiatan yang mencakup :
a. Inventarisasi kualitas dan kuantitas air pada sumber air menurut sistem wilayah tata pengairan;
b. Penetapan golongan air menurut peruntukannya, baku mutu air dan baku beban dari
pencemaran air tersebut serta baku mutu limbah cair untuk setiap jenis kegiatan;

c. penetapan mutu limbah cair yang boleh dibuang oleh setiap kegiatan kedalam air pada sumber
air dan pemberian izin pembuangannya;

d. pemantauan perubahan kualitas air pada sumber air dan mengevaluasi hasilnya;

e. pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran air, termasuk penataan
mutu limbah.

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa
wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang telah
dilaksanakan tahun 2021 dalam upaya mengendalikan pencemaran udara melalui:

(1) pemantauan kualitas udara ambien
(2) pengukuran kualitas udara melalui AQMS sebanyak 1 unit
(3) Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki sumber emisi tak bergerak

agar dapat memenuhi baku mutu emisi yang telah ditentukan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 I1- 58



Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup ini didukung oleh
program sebagai berikut :
1. Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
2. Program perencanaan lingkungan hidup

3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya kesejahteraan petani

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan pertanian
di Sulawesi Tengah dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani khususnya pembangunan
sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah Nilai Tukar Petani (NTP), dimana NTP berperan
sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan,
merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima
petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Pengukuran dan analisis capaian
kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 16

1 2 4 5 6 7 8
1. |Nilai tukar petani % 104,99 103,51 98,59 104,99 98,59
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 98,59 98,59

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tengah tahun
2021 sebesar 103,51% atau tingkat capaian sebesar 98,59% dengan kategori “sangat baik” dari
target yang ditentukan sebesar 104,99%. Hal ini disebabkan perubahan indeks harga yang
diterima petani (It) lebih besar dibandingkan dengan kenaikan perubahan indeks harga yang
dibayar petani (lIb), yakni masing-masing sebesar 1,43 persen dan 0,81 persen. NTP
menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik
yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Sehingga,
semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.
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Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk
meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan indeks yang diterima petani, upaya yang dilakukan adalah bagaimana harga
jual produk hasil pertanian tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu,
kontrol pasokan produk di pasar produsen, distribusi produk pertanian ke pasar konsumen
dan terjadinya tunda jual saat memasuki musim panen.

(2) Stabilitas atau penurunan indeks yang dibayar petani, upaya yang dilakukan adalah menjaga
stabilitas barang kunsumsi meliputi bahan makanan, makanan jadi dan sandang, disamping
itu bagaimana menekan biaya transportasi dari tingkat petani menuju pasar tingkat produsen.

(3) Menekan biaya biaya produksi dan menekan penambahan biaya modal, upaya yang
dilakukan adalah stabilitas biaya transportasi barang konsumsi dan bahan modal menuju ke
pasar produsen, disamping itu terjaminnya ketersediaan benih dan bibit juga akan
mengurangi naiknya indeks yang harus dibayar petani.

(4) Peningkatan penggunaan pupuk kandang/organik sehingga meningkatkan efisiensi
penggunaan pupuk organik, dengan demikian volume penggunaan pupuk anorganik dapat
ditekan sehingga kelangkaan pupuk ditingkat konsumen dapat dikurangi dan harga pupuk
non subsidi tidak meningkat.

(5) Penggunaan pestisida didasarkan pada hasil pengamatan perkembangan hama dan
penyakit, keadaan ini akan menekan penggunaan pestisida.

(6) Stabilitas dan penurunan harga BBM akan berdampak pada stabilitas dan penurunan biaya

transport menuju pasar produsen.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani ini didukung oleh
program sebagai berikut :
1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Program perizinan usaha pertanian
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Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya produksi dan mutu tanaman holtikultura,
tanaman pangan dan perkebunan

Sasaran strategis ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator yaitu Kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB dan Jumlah PDRB sub sektor perkebunan. Capaian kinerja sasaran
strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 31 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 17

1 2 4 5 6 7 8
Kontribusi sektor pertanian 0
I |terhadup PDR % 27,84 17,73 63,69 27,84 63,69
5, |Jumlah PDRB sub sektor Rp | Rp 13.497.176,00 | Rp12.987.676,00 | 96,23 | Rp 13.497.176,00 | 96,23
perkebunan
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 79,96 79,96

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis meningkatnya produksi dan mutu tanaman
holtikultura, tanaman pangan dan perkebunan, dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai
sebesar 79,96 % dengan kategori “Tinggi”. Untuk indikator kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB tahun 2021 terealisasi sebesar 17,73 % atau tingkat capaian sebesar 63,69% dari target
sebesar 27,84%, hasil ini merupakan data sementara karena masih menunggu data resmi dari
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah. Untuk indikator jumlah PDRB sub sektor
perkebunan capaian realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 12.987.676,- atau tingkat capaian sebesar
96,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.13.497.176,-. PDRB adalah jumlah nilai tambah
bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut, menghitung PDRB
bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil
pembangunan, memberikan informasi yang menggambarkan kinerja perekonomian di Sulawesi
Tengah.

Menurunnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah tahun 2021 disebabkan
karena sub sektor pertambangan dan penggalian serta sub sektor industri pengolahan mengalami
peningkatan. Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2021 rata-rata capaian produksi
komoditas tanaman pangan dan hortikultura masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan
pencapaian produksi sesuai Angka Tetap (ATAP) pada tahun 2020, hal ini disebakan karena
adanya pandemi Covid-19 sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan

kesejahteraan petani.
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Adapun upaya untuk meningkatkan kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah

pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

a. Perluasan dan pengembangan sistem pertanian tanaman pangan dan peningkatan bantuan
Pemerintah untuk petani berupa sarana produksi benih, pupuk, pestisida dan alat dan mesin
pra dan pasca panen.

b. Untuk menjamin status kepemilikan lahan bagi petani dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan perlu dilaksanakan sertifikasi lahan bagi petani.

c. Penyediaan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura dapat menggerakan para
penangkar benih/bibit serta mengoptimalkan fungsi balai benih tanaman pangan dan
hortikultura.

d. Penyediaan fasilitas dalam menjembatani petani ke sumber permodalan tanpa memerlukan
administrasi yang berbelit-belit.

e. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya petani dalam penerapan teknologi
pengolahan dan manajemennya melalui gabungan kelompok tani maupun kelompok tani itu
sendiri.

f. Mengubah paradigma berpikir petani terhadap budidaya usaha taninya, dimana dalam
mengusahakan budidaya pertanian sebaiknya terfokus pada satu jenis komoditi tanaman.

Golongan tanaman perkebunan merupakan pemberi sumbangan terbesar terhadap PDRB
Sulawesi Tengah kategori pertanian yaitu 40,18% dari seluruh nilai tambah pertanian, hal ini
didukung oleh meningkatnya produksi beberapa komoditas unggulan perkebunan Sulawesi
Tengah. Dari 8 komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 komoditas
yang telah mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2021, yaitu Kelapa Dalam, cengkeh,
Pala, Lada, dan Karet. Sedangkan untuk komoditi Kopi, Kakao dan kelapa sawit belum mencapai
target yang telah ditetapkan secara optimal.

Peningkatan produksi ke 5 komoditas unggulan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan
kesuburan tanah, adanya intensitas dan distribusi curah hujan yang cukup tinggi dan merata yang
terjadi pada tahun 2019 - 2021. Keadaan ini sangat mendukung untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman, dimana tanaman mendapat cukup banyak air yang diperlukan pada
proses penyerapan hara dan proses fotosintesis sehingga proses pembentukan bunga dan buah

lebih maksimal.
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Tabel 32 : Jumlah produksi komoditas unggulan Prov. Sulteng Tahun 2021

1. | Kelapa dalam 194.082
2. | Cengkeh 19.798
3. | Kopi 2.740
4. | Kakao 128.617
5. | Pala 777
6. | Lada 307
7. | Kelapa sawit 286.947
8. | Karet 4.975

Sumber: Disbunak Prov.Sulteng, 2022

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi dan mutu tanaman holtikultura,
tanaman pangan dan perkebunan ini didukung oleh program sebagai berikut :
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

4. Program Penyuluhan Pertanian
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Sasaran Strategis 18 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan

perikanan budidaya
Sasaran strategis ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator yaitu nilai tukar nelayan
dan nilai ekspor hasil perikanan. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 33 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 18

1 2 4 3] 6 7 8

1. [Nilai tukar nelayan % 108,76 103,27 94,95 108,76 94,95

2. |Nilai ekspor hasil perikanan USD 3.784.000,00 1.132.001,29 | 29,92 3.784.000 29,92
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 62,43 62,43

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat
nelayan dan perikanan budidaya, dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 62,43 %
dengan kategori “Rendah”. Untuk indikator nilai tukar nelayan tahun 2021 terealisasi sebesar
103,27% atau tingkat capaian sebesar 94,95% dari target sebesar 108,76%, NTN cenderung
stabil diangka 100 setiap bulannya dan mencapai puncak tertingginya pada bulan Mei 2021.
Untuk indikator jumlah ekspor hasil perikanan realisasi tahun 2021 sebesar USD. 1.132.001,29,-
atau tingkat capaian sebesar 96,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.13.497.176,-, nilai
ekspor tidak tercapai karena ada pembatasan kegiatan perikanan yang disebabkan oleh pandemi
Covid-19.

Nilai tukar nelayan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya
beli nelayan. Juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi budidaya ikan dengan
barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTN sama dengan 100 berarti
nelayan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan
pengeluaran rumah tangga) dan NTN di bawah 100 berarti nelayan mengalami defisit (tingkat
pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara
sederhana angka NTN diperolenh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima
petani/nelayan/pembudidaya  (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani
/nelayan/pembudidaya (Ib).
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Tabel 34 : Capaian NTN Sulawesi Tengah Tahun 2021

Indeks harga yang Indeks harga yang
Bulan diterima Nelayan . NTN
(it dibayarkan Nelayan (Ib)

Januari 109,19 108,37 100,75
Februari 107,44 108,24 99,26
Maret 109,85 108,58 101,17
April 112,71 108,86 103,53
Mei 115,87 108,87 106,43
Juni 113,68 108,94 104,35
Juli 114,00 109,20 104,39
Agustus 115,00 109,41 105,10
September 114,31 109,27 104,61
Oktober 111,53 109,20 102,14
November 112,60 109,35 102,97
Desember 115,23 110,20 104,56
Rata-rata 112,62 109,04 103,27

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

NTN berfluktuasi sepanjang 2021, hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima
nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Lb). Banyak hal yang diduga turut andil
pada fluktuatif NTN sepanjang 2021 diantaranya (1) keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi
pada depot SPBU dan SPDN sehingga berpengaruh pada hari operasi; (2) Kondisi cuaca yang
ekstrim yang menimpa Sulawesi Tengah berpengaruh pada usaha-usaha perikanan; (3)
keterbatasan es balok dan sarana perbekalan.

Menghadapi hal-hal diatas, kemudian dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya
diantaranya dengan peningkatan dan pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan provinsi
sebagai sentra nelayan, peningkatan sarana produksi perikanan tangkap bagi pelaku usaha dan
pola fasilitasi penyediaan BBM, es balok dan sarana perbekalan antara lain air bersih.

Selama tahun 2021 jenis komoditi perikanan yang diekspor dari Sulawesi Tengah antara
lain: Gurita beku, fillet ikan beku dan sotong beku, dengan negara tujuan Reunion, Vietnam, USA,
Japan, Malta, Korea Selatan, Hongkong dan Singapore. Komoditas dan nilai ekspor hasil
perikanan tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35 : Nilai ekspor hasil perikanan

No Komoditas Volume Nilai Ekspor (USD)
1 Gurita Beku 201.025,83 kg 1.016.152,35
2 Fillet Ikan beku 14.588,60 kg 81.162,92
3 Sotong Beku 2.410,00 kg 7.160,81
4 Kerapu Hidup 917 ekor 20.941,13
) Kerang Darah 534 kg 298,60
6 Kepiting Bakau 3.397 ekor 6.285,48

TOTAL 1.132.001,29

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022
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Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengembangkan beberapa
inovasi dibidang kelautan perikanan yang bertujuan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi
perikanan. Inovasi-inovasi yang dikembangkan tersebut adalah :

a. Bandeng bebas duri (BABERI)
Sebagai ikan komoditas pangan, bandeng menempati urutan pertama dalam
pemenuhan omega 3 sebesar 14,20% diatas Sarden, Salmon dan Tuna. Energi yang
dihasilkan Bandeng adalah sebesar 129 kkal, protein sebesar 20 gr, lemak 4,8 gr,
kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, zat besi 2 mg serta mengandung vitamin A dan B1.
Bandeng bebas duri merupakan salah satu diversifikasi produk olahan yang dilakukan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Produk ini cukup diminati yang dapat
dilihat dari permintaan pasar yang besar terutama pada bandeng dengan ukuran 500-600 gram
perekornya. Proses pengolahan bandeng bebas duri tidak hanya dilakukan oleh karyawan
dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi tengah, namun juga ditularkan kepada
masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan.
Gambar 9 : Bandeng Bebas Duri
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b. Pengembangan Rumput Laut Sistem Kultur Jaringan
Sistem kultur jaringan merupakan salah satu solusi dalam menyediakan bibit rumput laut
berkualitas. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2018 melalui MoU dengan BIOTROP,

pelatihan aparatur serta ujicoba pengembangan RL bibit kultur jaringan.
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Gambar 10 : Pengembangan rumput laut sistem kultur jaringan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

. Kolam Percontohan Budidaya Udang Vaname Skala Rakyat (Kolam Terpal Bulat Diameter 10
Meter)

Budidaya udang vaname skala rakyat mulai dikembangkan pada Tahun 2021. Konstruksi
yang digunakan adalah terpal dengan diameter 10 m dan tinggi 2 m. Padat tebar 300 ekor per
m3 dan padat tebar per kolamnya 35.000 ekor. Produksi sekali panen 650 kilogram per kolam
dengan masa budidaya 4 bulan. Investasi untuk pembuatan kolam ini 43 juta per kolamnya.
Keunggulan menerapkan sistem budidaya ini adalah konstruksi lebih mudah didapat, tidak

memerlukan lahan luas, biaya investasi dan operasional kecil dan pengontrolan mudah.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

. Budidaya Sistem Bioflok

Teknologi bioflok adalah teknik manajemen kualitas air yang didasarkan pada
pertumbuhan dan pengendalian bakteri Heterotrof di dalam sistem budidaya denganzero water
exchange (sistem pemeliharaan tanpa adanya pergantian air). Penerapan sistem bioflok dalam
budidaya ikan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan budidaya ikan sistem

konfensional diantaranya: (1) Mengurangi beban limbah yang berada pada media budidaya, (2)
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Hemat air (Efisiensi penggunaan Air), (3) Padat tebar tinggi hingga 250 ekor/m3pada lkan Nila,
(4) Produktivitas tinggi, (5) Meningkatkan efisiensi pakan/Food Convertion Ratio (FCR) hingga
0.7-0.9, (6) Pemanfaatan lahan lebih efisien (pemanfaatan lahan sempit), (7) Produksi dan
hasil limbah yang lebih sedikit dan (8) Ramah lingkungan.

Gambar 12 : Kolam Sistem Bioflok

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022
Pada tahun 2021 terdapat pencapaian-pencapaian lain yang diperoleh DKP Sulteng di

bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh
pengawas perikanan dibawah kewenangan Direktorat Jenderal PSDKP KKP RI yang
menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan
teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Target penerbitan SLO tahun 2021 adalah 1.477
buah dan terealisasi 3.558 buah atau sebesar 240,90%. Penerbitan SLO (Sertifikat Laik
Operasi) pada tahun 2021 meningkat 22,60% dari tahun 2020 yang berjumlah 2.902 buah.

2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah
menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi
persyaratan Prosedur Operasional Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating
Procedure/SSOP) yang masa berlakunya adalah 2 (dua) tahun. Target Sulawesi Tengah pada
tahun 2021 adalah bertambahnya 6 SKP yang diterbitkan dan terealisasi 19 SKP atau sebesar
316,67% sehingga total seluruh SKP yang ada di Sulawesi Tengah berjumlah 67 SKP. Jumlah
ini meningkat dari tahun 2020 dimana SKP berjumlah 54. Peningkatan ini terkait dengan
kegiatan pembinaan mengenai SKP pada UPI (Unit Pengolahan lkan) dan UKM (Usaha
Kelompok Masyarakat).

3. Pendistribusian benih, udang dan ikan konsumsi sebagai berikut:

a. Benih ikan mas : 147.433 ekor
b. Benih ikan nila : 537.000 ekor
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c. lkan Nila Konsumsi (tawar): 852 Kg
d. Benih ikan lele : 1.714 ekor
e. Udang Konsumsi : 25.249 Kg
Tahun 2021, produksi budidaya ikan/udang konsumsi maupun benih cenderung meningkat dari
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena unit-unit perbenihan yang rusak pada saat
bencana alam yang terjadi pada wilayah Palu, Sigi, Donggala pada tahun 2018 sudah
beroperasi dengan baik dan normal.
4. Target PAD DKP Sulteng tahun 2021 adalah Rp12.458.228.000,- dan terealisasi sebesar
Rp12.975.954.500,- (104,16%). Jumlah ini naik 46,09% bila dibandingkan dengan tahun 2020
yang mencapai Rp8.882.146.900,- dimana sebagian besar berasal dari ijin usaha perikanan.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat pelaku usaha bidang kelautan dan
perikanan, dengan indikator kinerja :
a.Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan. Kegiatan ini mencakup
semua aktivitas dinas maupun UPTD baik berupa bimtek maupun pelatihan yang diikuti oleh
pelaku usaha kelautan dan perikanan.

b. Lulusan STPL (Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan) Palu, target yang ditetapkan 30
orang dengan realisasi 28 orang sedangkan pada tahun 2020 lulusan sebanyak 25 orang.

Tabel 36 : Pencapaian-pencapaian lain DKP Sulteng tahun 2017-2021

Capaian
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
PAD Sektor Kelautan Perikanan 3.986.985.827 4.071.548.500 4.955.319.850 8.882.146.900 12.458.228.000
RTP Perikanan Tangkap (unit) 23.531 23.531 47.554 54.609 54.609
RTP Perikanan Budidaya (unit) 26.401 26.401 23.467 23.467 23.467
Jumlah SLO (Sertifikat Laik 1.528 1.324 1.994 2.902 3.558
Operasi) yang dikeluarkan
Jumlah Pengolah dan Pemasar
- Pengolah 971 971 971 377 659
- Pemasar 5.864 5.864 5.864 701 1.013
Perbenihan Air Tawar
- Benih ikan mas (ekor) 129.790 151.920 63.200 88.300 147.433
- Benih ikan nila (ekor) 261.825 294.750 268.500 400.550 537.000
- Benih ikan lele (ekor) 23.420 2.500 1.000 3.700 1.714
- Ikan mas konsumsi (kg) 170 12 40
- Ikan nila konsumsi (kg) 2.829 867 197 1.091 852
- Ikan lele konsumsi (kg) 116 124 20
Perbenihan Air Payau
- Udang konsumsi (kg) 37.663 22.883 36.888 8.550 25.249
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022
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Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan
perikanan budidaya ini didukung oleh program sebagai berikut :
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis 19 : Tuntasnya angka melek aksara
Sasaran strategis tuntasnya angka melek aksara diukur ketercapaiannya dengan indikator
persentase melek aksara. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 19

1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Persentase melek aksara % 97,26 - 97,50 98,28 100,80 97,26 - 97,50 100,80
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 100,80 100,80

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase melek aksara di Sulawesi Tengah tahun 2021
mencapai 98,28% atau tingkat capaian sebesar 100,80% dengan kategori “sangat baik” dari
target yang ditetapkan sebesar 97,26 - 97,50%. Capaian ini juga telah melebihi target yang
ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya
semakin banyak penduduk Sulawesi Tengah usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan
membaca dan menulis. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, angka melek aksara
digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah.

Target penuntasan melek aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan di Sulawesi
Tengah, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga
negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan seperti

pembangunan pemerataan ekonomi dan sosial.
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Tabel 38 : Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf

] @ ) i is) 6l o]
15-19 9981 5,72 9,78 %52 9,79 9986
20-24 %9 10000 99,75 965 981 9,78
5-19 100,00 o841 99,61 99,68 bNE S 81
30-34 %948 10000 98,44 %08 9847 9,38
35-39 995 10000 %,16 %58 98,68 9,99
4044 999 10000 9,18 7.0 %71 9,08
549 9950 10000 000 10000 9085 100,00

50+ 98,73 w77 93,39 850 W9 %12

Jumlah/Total 99,60 99,64 9765 91,66 98,24 98,28

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Strategi yang digunakan dalam rangka mengurangi melek aksara di Sulawesi Tengah
adalah melalui program Keaksaraan Fungsional (KF) berdasarkan data by name by address.
Dalam pemberantasan buta aksara harus jelas sasarannya, siapa orangnya dan dimana tempat
tinggalnya. Program ini akan fokus dilaksanakan di wilayah-wilayah khusus atau wilayah yang
sulit dijangkau, karena sebagian besar penduduk buta aksara pada umumnya tinggal di wilayah-
wilayah terpencil dan sulit dijangkau seperti pada beberapa daerah di Kabupaten Sigi, Donggala,
Parigi Moutong dan Tojo Una-una. Kendala yang menjadi tantangan dalam program ini selain
wilayahnya yang terpencil, juga adalah faktor kemauan warga belajar, karena itu perlu
pendekatan khusus yang menggunakan bahasa lokal (daerah) dari para tutor untuk bagaimana
memotivasi warga sasaran untuk mau menjadi warga belajar.

Pencapaian sasaran strategis tuntasnya angka melek aksara ini didukung oleh program
sebagai berikut :
1. Program pengelolaan Pendidikan
2. Program pengembangan kurikulum
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Sasaran Strategis 20 : Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan untuk
meningkatkan Pendidikan dasar dan pengembangan
Pendidikan menengah

Sasaran strategis ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator yaitu angka partisipasi
kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 39 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 20

1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Angka Partisipasi Kasar (APK)
* SD/MI/Paket A % 102,75 - 103,75 103,68 99,93 | 102,75 - 103,75 99,93
* SMP/MTs/Paket B % 93,00 - 93,75 93,17 99,38 93,00 - 93,75 99,38
* SMA/MA/SMK/Paket C % 85,00 - 85,75 85,00 99,13 85,00 - 85,75 99,13
2. |Angka Partisipasi Murni (APM)
* SD/MI/Paket A % 94,50 - 96,25 93,33 96,97 94,50 - 96,25 96,97
* SMP/MTs/Paket B % 74,50 - 75,25 74,99 99,65 74,50 - 75,25 99,65
* SMA/MA/SMK/Paket C % 66,00 - 70,00 65,02 92,89 66,00 - 70,00 92,89
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 97,99 97,99

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu Pendidikan
untuk meningkatkan Pendidikan dasar dan pengembangan Pendidikan menengah dengan dua
indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 97,99 % dengan kategori “sangat Baik”, capaian ini
juga sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangungan jangka menengah
Sulawesi Tengah Tahun 2021. Artinya semakin banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas
pendidikan menurut partisipasi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya

manusia di Sulawesi Tengah.
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Tabel 40 : APK dan APM menurut jenjang pendidikan, 2020-2021

U ] 8 U 0]
?{Tml:mm U 53 103,95 103,68
ﬁgmmﬁm T4dl T49% 91,98 93,17
;ﬁ%ﬁﬂ“ 65,02 6544 8842 88,06

Sumber : BPS Prov. Sulteng,2022

Pencapaian kinerja ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang
memasukan kurikulum muatan lokal agar selaras dengan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga
dapat meningkatkan akses keterampilan hidup bagi peserta didik. Hal ini merupakan salah satu
upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan dan pencapaian
pelaksanaan pendidikan ditingkat sekolah terutama dalam rangka mengatasi pengaruh Kkrisis
ekonomi di era globalisasi.

Dalam rangka perluasan akses pendidikan, upaya yang dilakukan adalah menambah
ketersediaan sekolah yakni ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Selain keberadaan
gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap
peningkatan mutu dan pemenuhan hak warga atas pendidikan. Pada Tahun 2020, rasio guru
terhadap murid (SD/MI) perkelas rata-rata 27 siswa/guru, rasio guru terhadap murid pada tingkat
SMP/MTs perkelas rata-rata 27 siswa/guru dan rasio guru terhadap murid pada tingkat
SMA/MA/SMK perkelas rata-rata juga mencapai 27 siswa/guru.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu Pendidikan untuk
meningkatkan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah ini didukung oleh
program sebagai berikut :

1. Program pendidik dan tenaga pendidikan
2. Program pengendalian perizinan pendidikan
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Sasaran Strategis 21 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan9+
Sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator

angka usia harapan hidup. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 21

1 2 4 S 6 7 8
1. |Angka Usia Harapan Hidup Tahun 68,25 - 68,50 68,83 100,48 68,83 100,48
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 100,48 100,48

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi angka usia harapan hidup Sulawesi Tengah
tahun 2021 mencapai 68,83 Tahun atau tingkat capaian sebesar 100,48% dengan kategori
“sangat baik” dari target yang ditetapkan sebesar 68,25 - 68,50%. Capaian ini juga telah melebihi
target yang ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi
Tengah. Interprestasi dari angka kelahiran hidup ini adalah seorang bayi yang di lahirkan di
Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup selama 68,69
tahun kedepan. Meningkatnya umur harapan hidup adalah salah satu indikator utama tingkat
Kesehatan masyarakat.

Indikator usia harapan hidup Ini merupakan kerberhasilan program bidang Kesehatan, yang
mana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam pencapaiannya
melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi
serta masyarakat secara keseluruhan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah dalam pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Melakukan pencegahan penyakit memular dan tidak menular melalui berbagai kegiatan dan
penyuluhan.

2. Distribusi tenaga kesehatan yang berkompeten dalam penganan kasus penyakit sudah
terdistribusi di fasilitas kesehatan.

3. Pengetahuan di masyarakat mulai meningkat mengenai upaya-upaya preventif dan promotif
dibidang kesehatan.

4. Penguatan kemitraan dengan kelompok masyarakat dalam hal pelayanan persalinan di fasilitas

kesehatan.
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Pencapaian sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ini
didukung oleh program sebagai berikut :
1. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Sasaran Strategis 22 . Suksesnya keluarga berencana dan terciptanya

keluarga berkualitas
Sasaran strategis suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas

diukur ketercapaiannya melalui dua indikator yaitu cakupan peserta KB aktif dan persentase
keluarga pra sejahtera dan sejahtera |. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 42 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 22

1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Cakupan Peserta KB Aktif % 87,01 53,31 61,27 87,01 61,27
p, | Persentase keluarga pra % 35 45,37 70,37 35 70,37
sejahtera dan sejahtera I
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 65,82 65,82

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis suksesnya keluarga berencana dan
terciptanya keluarga berkualitas dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 65,82%
dengan kategori “rendah”, capaian ini juga sama dengan capaian akhir periode Perencanaan
pembangungan jangka menengah Sulawesi Tengah Tahun 2021. Capaian ini masih rendah
disebakan karena masih adanya pasangan usia subur (PUS) yang belum melaksanakan program
keluarga berencana (KB) sehingga cakupan peserta KB aktif hanya terealisasi sebesar 53,31%
atau tingkat capaian sebesar 61,27% dari target yang ditetapkan 87,01%. Selanjutnya untuk
indikator presentase kelaurga pra sejahtera dan sejahtera | tahun 2021 terealisasi sebesar
45,37% atau tingkat capaian sebesar 70,37% dari target yang ditetapkan sebesar 35%. Jumlah
keluarga pra sejahtera dan sejahtera Sulawesi Tengah tahun 2021 sebanyak 332.882 keluarga

dari total jumlah keluarga 733.776.
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Tabel 43 : Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi Tahun 2021

PESERTA AKTIF KB
NO | KABUPATEN/KOTA PUS
1UD MOW | MOP KDM IMP | SUNTIK PIL MAL | JUMLAH
1 |Banggai 55.648 | 1.795 698 45 216 4841 [ 16.296 | 9.064 15 32.970
2 [Poso 33.844 | 2.526 1.605 57 92 2.568 8.226 5.155 20 20.249
3 |Donggala 48.023 743 778 83 88 2969 | 10.979 [ 6.008 11 21.659
4 |Toli-Toli 34.570 745 385 31 44 3.002 8.196 5.832 2 18.237
5 |Buol 23.715 730 599 52 51 1.902 6.004 4.636 2 13.976
6 |Morowali 23.217 | 1.042 329 10 69 2.310 7.596 1.913 1 13.270
7 |Banggai Kepulauan 19.416 435 169 4 16 1.359 5.578 3.551 1 11.113
8 |Parigi Moutong 73.024 | 1796 2.187 100 136 4.091 | 19.774 | 12.291 10 40.385
9 [Tojo Una-Una 24.399 811 299 7 46 2.49% 6.848 2.855 6 13.368
10 [Sigi 39.687 | 1.637 830 42 80 2.232 9.025 5.555 19 19.420
11 |Banggai Laut 11.797 215 81 6 19 1.229 3.038 1.921 1 6.510
12 [Morowali Utara 19.607 688 359 12 22 2.649 5.288 2.096 2 11.116
13 [Kota Palu 38.217 | 2244 927 39 90 1.502 6.609 3.616 8 15.035
SULAWESI TENGAH 445.164 | 15.407 | 9.246 488 969 33.150 | 113.457 | 64.493 98 237.308

Sumber : BKKBN Prov. Sulteng, 2022

Adapun Kendala/permasalahan ketidakoptimalan capaian indikator kinerja ini disebabkan

adanya faktor lain seperti :

1.
2.

Kegiatan pembinaan dan kordinasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum maksimal
Pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB baru selain dilayani pada klinik KB dan
tenaga kesehatan, mereka juga adalah peserta KB mandiri yang cecara mandiri membeli pil
KB, kondom pada apotik sehingga tidak tercatat sebagai peserta KB baru.

Meningkatnya pasangan usia subur yang menggunakan KB alami seperti pantang berkala
maupun unmednet, dimana mereka tidak terlayani oleh pelayanan KB karena berada di
wilayah kepulauan dan perbatasan;

Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya tenaga pengendalian penduduk dan
KB dilapangan, dimana saat ini rasio tenaga PLKB di Sulteng sebagai ujung tombak di
lapangan di sekitar 1 : 6 yang seharusnya 1 : 2. Selain itu kompetensi dan kemampuan
tenaga PPKBD dilapangan yang masih terbatas;

Belum optimalnya penyuluhan para pelayanan kontrasepsi yang dilakukan tenaga kesehatan
dan PLBK sehingga pasangan usia subur belum mendapatkan informasi yang akurat tentang
jenis dan alat kontrasepsi yang sesuai untuk mereka.

Keberhasilan progran Keluarga Berencana akan sangat berkorelasi dengan Laju

Pertumbuhan Penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan

program Keluarga Berencana yang didukung oleh perbaikan ekonomi secara umum. Upaya

pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk
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yang akan mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Program KB
dirancang untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil yang bahagia

sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 44 : Rekapitulasi Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2021

KELUARGA SEJAHTERA
NO | KABUPATEN/KOTA PRASEIAHTERA | I I JUMLAH
JUMLAH | % JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | %

1 [BANGGAI 14.697 1521 24014 | 2486 31646 | 32,75 26258 | 27,18 96.615
2 [POSO 7.667 13,35 13843 | 2411 20829 | 3627 15082 | 26,27 57.421
3 [DONGGALA 13.998 18,44 31904 | 42,03 19150 | 2523 10.847 | 14,29 75.899
4 [TOLITOLI 6.163 11,42 20486 | 3797 14318 | 2653 12993 | 24,08 53.960
5 [BUOL 5.722 15,78 9.965| 27,48 12712 | 3505 7870 | 21,70 36.269
6 [MOROWALI 6.076 15,45 10489 | 26,68 11615 | 2954 11139 | 2833 39.319
7 |BANGGAI KEPULAUAN 6.326 18,40 12011 3493 10596 | 3081 5453 | 1586 34.386
8 [PARIGI MOUTONG 15.322 13,22 39153 | 3379 32615| 2814 28794 | 2485|  115.884
9 [TOJO UNAUNA 6.751 16,80 10161 | 2528 14215 3537 9.061| 2255 40.188
10 [SIGI 11.996 18,37 19195 29,40 22592 | 34,60 11508 | 17,63 65.291
11 [BANGGAI LAUT 3.199 17,25 9531 51,39 3469 | 18,70 2349 | 12,66 18.548
12 |[MOROWALI UTARA 4.268 12,44 7681 22,39 11495 | 3351 10.855 | 31,65 34.299
13 |KOTAPALU 7.276 11,08 14988 | 2281 21.947 | 4254 15486 | 2357 65.697

SULAWESI TENGAH 109.461 14,92 223421 | 3045| 233199 | 37,78| 167.695| 2285|  733.776

Sumber : BKKBN Prov. Sulteng, 2022

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur
manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi:
pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan
tabungan; sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteran adalah kemudahan
akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam
kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal. Sementara itu, unsur manajemen sumber daya
keluarga yang mempengaruhi kesejahteran adalah perencanaan, pembagian tugas dan
pengontrolan kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga
berkualitas ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam ber KB
2. Program pelayanan kontrasepsi

3. Program keluarga berencana
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A. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas efisinsi penggunaan sumberdaya untuk Tahun Anggaran

2021.

Tabel 45 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

2

Meningkatnya kualitas
Pelayanan Publik yang
efektif dan efisien

Meningkatnya
pengawasan,
akuntabilitas kinerja dan
reformasi birokrasi

Tersedianya berbagai
infrastruktur yang merata
dan memadai.

Menurunnya angka
kemiskinan

Meningkatnya peran
serta masyarakat dalam
pembangunan ekonomi

Terwujudnya koperasi
yang tangguh, berdaya
saing, professional dan
mandiri

Meningkatnya daya
saing, efisiensi dan
produktifitas
perdagangan.

3

Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat

Opini BPK

Nilai akuntabilitas
kinerja

Indeks Reformasi
Birokrasi

Persentase
kemantapan jaringan
jalan dalam kondisi
mantap

Persentase rumah
tangga pengguna
listrik

Persentase rumah
tangga pengguna air
bersih

Persentase rumah
layak huni

Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap PDRB
Persentase penduduk
diatas garis
kemiskinan

Indeks gini

Persentase koperasi
aktif

Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
Ekspor bersih
perdagangan

4
96,75%

100%
99,08%

101,39%

100%

100,05%

122,93%

102,03%

91,52%

81,3%

93,14%

84,10%

55,31%

408,57%

95%

94%
90%

90%

97%

100%

91%

83%

96%

93%

99%

92%

96%

99%

1,75%

6,00%
9,08%

11,39%

3,00%

0,05%

31,93%

19,03%

-4,48%

-11,70%

-5,86%

-7,90%

-40,69%

309,57%
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8 Terwujudnya industri - Pertumbuhan industri 311,03% 90% 221,03%
yang tangguh,
professional dan mandiri
9 Meningkatnya nilai dan - Nilai realisasi
realisasi investasi. investasi
PMA dan PMDN 211,12% 91% 120,12%
10 Meningkatnya - Peningkatan indeks 100% 96.62% 3,38%
kesejahteraan gender pembangunanGender
dalam pembangunan (IPG)
ekonomi
- Peningkatan indeks 100% 96.62% 3,38%
pemberdayaanGender
(IDG)
11 Meningkatnya jumlah - Jumlah kunjungan 5,43% 98% -92,57%
wisatawan wisatawan
Mancanegara
- Jumlah kunjungan 17,84% 93% -75,16%
wisatawan nusantara
12 Terciptanya kesempatan - Tingkat pengangguran 80% 99% -19,00%
kerjadan penempatan terbuka
tenaga kerja.
- Tingkat Partisipasi 98,17% 99,19% -1,02%
Angkatan Kerja
13 Terbukanya - Persentase 111,11% 99,84% 11,27%
keterisolasiandaerah- kabupaten/kota tidak
daerah terpencil tertinggal
14 Optimalnya tata kelola - Persentase kerusakan  92,86% 99% -6,14%
hutan untuk kawasan hutan
pengendalian kerusakaan
DAS dan hutan lindung
15 Meningkatnya kualitas - Indeks kualitas 109,54% 98% 11,54%
lingkungan hidup lingkungan hidup
16 Meningkatnya - Nilai tukar petani 98,59% 96% 2,59%
kesejahteraan petani
17 Meningkatnya produksi - Kontribusi sektor 63,69% 96% -32,31%
dan mutu tanaman pertanian terhadap
holtikultura, tanaman PDRB
pangan dan perkebunan
- Jumlah PDRB sub 96,23% 93% 3,23%
sektor perkebunan
18 Meningkatnya - Nilai tukar nelayan 94,95% 96% -1,05%
kesejahteraanMasyarakat
nelayan dan perikanan
budidaya
- Nilai ekspor hasil 29,92% 90% -60,08%
perikanan (USD)
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19 Tuntasnya angka melek Persentase angka 100,80% 64% 36,80%
aksara melek aksara
20 Meningkatnya akses dan Angka Partisipasi
mutu pendidikan untuk Kasar (APK) :
menuntaskan pendidikan SD/MI/Paket A 99,93% 93% 6,93%
Sgﬁgredminangan SMP/MTs/Paket B 99,38% 93% 6,38%
pendldlkan menengah ?:MA/MA/SMK/Paket 99,13% 93% 6,13%
Angka Partisipasi
Murni (APM):
SD/MI/Paket A 96,97% 93% 3,97%
SMP/MTs/Paket B 99,65% 93% 6,65%
SMA/MA/SMK/Paket 92,89% 93% -0,11%
C
21 Meningkatnya akses dan Angka usia harapan 100,48% 87% 13,48%
mutu pelayanan hidup
kesehatan
22 Suksesnya Keluarga Cakupan peserta KB 61,27% 98% -36,73%
Berencanadan aktif
terciptanya keluarga
berkualitas
Persentase keluarga 70,37% 99% -28,63%
pra sejahtera dan
sejahtera |
Rata-Rata 97% 94% 11%
KET :

1. Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

2. Penyerapan anggaran :

Indikator

realisasi keuangan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung

3. Tingkat efisiensi : capaian kinerja — penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 45 di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2021
telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang
terlihat dari rata-rata capaian kinerja sebesar 97%, rata-rata capaian serapan anggaran sebesar
94% dan rata-rata tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11%. Terdapat tiga
indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator ekspor bersih
perdagangan sebesar 309,57%, indikator pertumbuhan industri sebesar 221,03% dan indikator
nilai realisasi investasi sebesar 120,12%. Hal ini terjadi karena capaian kinerja ketiga indikator
tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dengan rata-rata serapan anggaran sebesar 93%.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran terdapat 16 indikator
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yang dianggap tidak optimal dalam pencapaian indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah, dimana dari pencapaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan
dari sisi alokasi anggaran yang disediakan rata-rata serapan anggaran mencapai 96%.

B. REALISASI ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa focus dari pembangunan
bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi
orientasi untuk mendorong perubahan dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran
merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun
Anggaran 2016-2021 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan
daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program
prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target
yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Dalam Sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari
program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun APBN. Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2021 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari
pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi
keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk

dipertanggung jawabkan.
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Tabel 45 : Realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran

capaian
realisasi
Sasaran Indikator Target Reali- Program Anggaran (rp) Realisasi angga-
Sasi ((39)) ran (%)
kinerja
1 2 3
1. Meningkatnya - Persentase 81,26% - 96,75% |e Prog. 775.746.250 738.965.114 95,26%
kualitas Indeks 100% Pelayanan
pelayanan Kepuasan Penanaman
publik yang Masyarakat Modal
efektif dan
efisien.
2. Meningkatnya | - Opini BPK. WTP WTP | Program 4.339.226.000 4.288.789.254 98,8%
pengawasan, Peningkatan dan
akuntabilitas Pengembangan
dan reformasi Anggaran Daerah
birokrasi.
» Program 2.423.610.000 2.419.744.600 99,8%
Peningkatan dan
Pengembangan
Perbendaharaan
Daerah
e Program 2.792.028.642 2.603.658.095 93,2%
Peningkatan dan
Pengembangan
Akuntansi Daerah
o Program 2.737.680.300 2.691.956.200 98,3%
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Aset
Daerah
- Nilai BB B o Prog. 2.042.602.861 1.843.247.370 90,24%
akuntabilita Penataan
s Organisasi
Kinerja
- Indeks 62 62.86
Reformasi
Birokrasi
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3. Tersedianya
berbagai
infrastruktur
yang
memadai.

Persentase
kemantapa
n jaringan
jalan.

Persentase
rumah
tangga
pengguna
listrik

Persentase
rumah
tangga
pengguna
air bersih.

Persentase
rumah layak
huni.

Kontribusi
sektor
pertambang
an terhadap
PDRB.

62%

98%

72%

74,55%

15,45%

62,31%

98,05 %

88,51 %

76,06%

14,14 %

Prog.
Penyelenggaraa
n jalan.

Prog.
Pengembangan
jasa konstruksi.

Prog.
Penyelenggaraa
n Penataan
Ruang.

Program
Pengelolaan
Ketenagalistrikan

Prog.
Pengelolaan
Sumber Daya
Air (SDA)

Prog.
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum

Prog.
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Sistem Air
Limbah

Prog.
Pengembangan
Perumahan

Prog.
Kawasan
Permukiman

Prog.
Peningkatan
Prasarana
Sarana dan
Utilitas Umum

Prog.
Pengelolaan
Aspek
Kegeologian

Prog.
Pengelolaan
Mineral dan
Batubara

180.102.000.00

0

1.765.000.000

2.947.000.000

525.641.958

46.154.710.799

11.477.583.804

1.375.860.550

7.367.272.846

24.051.605.070

18.403.331.387

2.006.681.006

825.264.300

175.321.000.000

1.627.000.000

2.659.000.000

523.726.733

41.532.770.034

10.768.158.767

1.307.532.490

6.786.078.556

21.217.010.002

13.285.777.038

1.953.868.400

766.169.979

97,35%

92,18%

90,23%

99,64%

89,99 %

93,82%

95,03%

92,11%

88,21%

72,19%

97,37%

92,84%
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Menurunnya Persentase 85,40- 101,4% |e Prog. 418.714.575 415.685.978 99,28%
angka penduduk 85,60% Pemberdayaan
kemiskinan. diatas garis Sosial.
kemiskinan.
e Prog.
Perlindungan 3.301.067.600 2.750.482.440 83,32%
dan Jaminan
Sosial
e Prog.
Perlindungan 5.036.544.000 4.995.967.500 99,19%
Sosial
Meningkatnya | - Indeks gini 0,31- 0,326% |e Prog. 3.296.817.408 3.262.725.034 98,96%
peran serta 0,35 Rehabilitasi
masyarakat Sosial
dalam
pembangunan
ekonomi.
Terwujudnya Persentase 65,71% 55,26% |e Prog. 483.267.525 477.866.675 98,88%
koperasi daya | koperasi Pelayanan Izin
saing, aktif Usaha Simpan
dan UKM yang Pinjam
tangguh,
berdaya saing, e Prog.
profesional Pengawasan 379.149.350 361.811.150 95,43%
dan mandiri. dan
Pemeriksaan
Koperasi
e Prog.
Pendidikan 323.508.050 278.374.850 86,05%
Latihan
Koperasi
e Prog.
Pemberdayaan 552.777.725 490.277.700 88,69%
dan
Perlindungan
Koperasi
e Prog.
Pemberdayaan
UMKM 507.267.025 459.613.001 90,61%
Meningkatnya | Kontribusi 11,59 % 6,41% |e Prog. 665.988.000 638.717.896 95,91%
daya saing, Sektor Perdagangan
esiensi dan perdagangan Dalam Negeri
produktifitas terhadap
perdagangaan | PDRB
e Prog.
Ekspor bersih 1.200 4902,86 perdagangan 188.699.000 186.335.200 98,75%
perdagangan Juta Juta luar negeri.
usb uUsbD
Terwujudnya Pertumbuhan 7,80- 24,26% |e Prog. 1.093.591.000 1.093.591.000 100%
industri yang industri 8,00% Nilai Tambah
tangguh, dan Daya Saing
profesional Industri.
dan mandiri.
e Prog. 4.024.276.550 3.607.463.717 89,64%
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Perencanaan
dan
Pembangunan
Industri
e Prog.
Pengendalian 397.220.250 314.993.100 79,30%
1zin Usaha
Industri
e Prog.
Pengelolaan 613.583.250 523.312.857 85,29%
Sistem
Informasi
Industri
Nasional
9. Meningkatnya | Nilai realisasi
nilai dan Investasi :
realisasi
investasi > PMDN 1.600.0 | 3.012.3 | Prog. 467.177.125 443.093.050 | 94,84%
(Rp) 00.000. | 41.100. Pe_ngembangan
000 000 | Iklim
Penanaman
Modal
> PMA 16.950.5 | 39.684.2 668.203.075 588.033.625 88,00%
(Rp) 10.000.0 | 82.680.0 |* Prog.
00 00 Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal.
10. | Meningkatnya | Peningkatan 93 % 92,3% |e Prog. 1.063.823.525 1.033.952.219 97,19%
kesejahteraan | Indeks Pengarusutama
genser dalam Pembangunan an gender
pembangunan | Gender (IPG) dalam
ekonomi. pembangunan
Peningkatan 76,00- 75,68% | e Program 480.684.975 458.415.150 95,37%
Indeks 77,00 % peningkatan
Pemberdayaa kualitas
n Gender keluarga
(IPG)
11 Meningkatnya | Jumlah 20.000 1.085 |e Prog. 1.958.692.455 1.911.118.804 97,57%
jumlah kunjungan Org Org Peningkatan
wisatawan. wisatawan Daya Tarik
mancanegara Destinasi
Pariwisata
Jumlah 4.000.00 | 713.618 |e Prog. 1.726.644.500 1.589.301.144 92,05%
kunjungan 0Org org Pemasaran
wisatawan pariwisata
nusantara .
e Prog.
Pengembangan 1.429.680.100 1.353.022.276 96,64%
Sumber Daya
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
12. | Terciptanya Tingkat 3,25- 3,75% |e Prog. Pelatihan 10.338.187.975 10.235.673.779 99,01%
kesempatan pengangguran 3,00% Kerja dan
kerja dan terbuka Produktivitas
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penempatan Tenaga Kerja
tenaga kerja
serta Prog.
hubungan Tingkat Pengawasan
industrial yang | partisipasi 70,01% 68,73% Ketenagakerjaa 913.679.625 906.280.600 99,19 %
harmonis, angkatan. n
dinamis,
berkeadilan
dan
bermartabat.
13. | Terbukanya Persentase 69,23% | 76,92% Prog. 184.896.000 184.596.000 | 99,84 %
keterisolasian kabupaten/kot Pembangunan
daerah-daerah | atidak daerah
terpencil. tertinggal tertinggal.
14. Optimalnya - Persentase 0,14% 0,15% Prog. 20.124.625.678 19.962.587.912 99,19%
tata kelola Kerusakan Pengelolaan
hutan untuk kawasan Hutan.
pengendalian hutan
kerusakan Prog.
DAS dan Peningkatan 3.889.963.746 3.778.928.020 97,15%
hutan lindung. Penyuluhan dan
Pengembangan
SDM
15. Meningkatnya Indeks kualitas | 71 poin 77,53 Prog. 478.201.000 453.724.974 94,88%
kualitas lingkungan poin Perencanaan
lingkungan hidup. Lingkungan
hidup. Hidup
Prog. 1.084.604.550 1.072.240.550 98,86%
Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
16. | Meningkatnya | - Nilai tukar 104,99% | 103,51% Prog. 20.779.087.900 20.002.440.884 96,26%
kesejahteraan petani Penyediaan dan
petani. Pengembangan
Sarana
Pertanian
(Dinas
Tanaman
Pangan dan
Holtikultura)
PTog.
17. | Meningkatnya | - Kontribusi 27,84% 17,73% Penyediaan dan 27.998.777.962 26.965.339.775 96,31%
produksi dan sektor Pengembangan
mutu tanaman pertanian Sarana
holtikultura, terhadap Pertanian
tanaman PDRB. (Dinas
pangan dan Perkebunan
perkebunan. dan
Peternakan)
- Jumlah Rp. Rp. Prog. 26.047.200.311 23.789.949.990 91,33%
PDRB sub 13.497.1 12.987.6 Penyediaan dan
sektor 76,- 76,00 Pengembangan
perkebunan Prasarana
Pertanian
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(Dinas
Tanaman
Pangan dan
Holtikultura)

Prog.
Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana
Pertanian
(Dinas
Perkebunan
dan
Peternakan)

Program
Perizinan
Usaha
Pertanian

Program
Penyuluhan
Pertanian
(Dinas
Tanaman
Pangan dan
Holtikultura)

Program
Penyuluhan
Pertanian
(Dinas
Perkebunan
dan
Peternakan)

Prog.
Pengendalian
dan
Penanggulanga
n Bencana
Pertanian
Provinsi (Dinas
Perkebunan
dan
Peternakan)

Prog.
Pengendalian
dan
Penanggulanga
n Bencana
Pertanian
Provinsi (Dinas
Tanaman
Pangan dan
Holtikultura)

13.349.674.225

796.604.950

5.736.705.134

310.105.025

2.718.640.625

764.764.800

12.780.548.846

783.786.435

5.128.402.643

286.075.450

2.625.355.673

756.488.600

95,74%

98,39%

89,40%

92,25%

96,57%

98,92%
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18. | Meningkatnya | - Nilai tukar 108,76% | 103,27 Prog. 4.413.569.660 4.258.403.399 96,48%
kesejahteraan nelayan Pengelolaan
masyarakat Kelautan,
nelayan dan Pesisir dan
perikanan Pulau-Pulau
budidaya. Kecil.
- Nilai ekspor | 3.784.00 | 1.132.00 Prog. 16.415.870.434 13.882.195.318 84,57%
hasil 0 1,29 Pengelolaan
Perikanan perikanan
(USD) tangkap.
Prog. 6.801.827.683 6.363.062.235 93,55%
Pengelolaan
perikanan
budidaya.
Prog. 7.752.489.155 7.328.024.404 94,52%
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan.
Prog. 6.221.266.893 6.041.310.766 97,11%
Pengolahan dan
Pemasaran
Hasil Perikanan.
19. | Tuntasnya Persentase 97,26- 98,28 Prog. 400.497.213.14 255.265.325.275 63,74%
angka melek angka melek 97,50 Pengelolaan 6
aksara. aksara Pendidikan
Prog.
Pengembangan 2.011.560.300 92,71%
Kurikulum 2.169.773.525
20. | Meningkatnya | - APK Prog. 1.060.824.925 980.831.161 92,46%
akses dan Pendidik dan
mutu »  SD/IMI/ 102,75- 103,68% Tenaga
pendidikan Paket A | 103,75% Kependidikan
untuk
menuntaskan Prog.
pendidikan » SMP/M | 93,00- 93,17% Pengendalian 45.394.000 44.794.000 98,68%
dasar dan Ts/Pkt 93,75% Perizinan
pengembanga B Pendidikan
n pendidikan
menengah » SMA/M | 85,00- 85,00%
AISMK/ | 85,75%
Paket C
- APM
> SDIMI/ 94,50- 93,33%
Paket A | 96,25%
» SMP/M | 74,50- 74,99%
Ts/Pkt 75,25%
B
» SMA/M | 66,00- 65,02%
AISMK/ | 70,00%
Paket C
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21.

Meningkat nya
akses dan
mutu
pelayanan
kesehatan.

Angka usia
harapan
hidup.

68,25 —
68,50
Tahun

68,83
Tahun

Prog.
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan dan
Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Prog.

Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan dan
Makanan
Minuman

Prog.
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

98.538.164.329

366.480.000

38.939.721.964

94.741.959.952

361.162.300

24.962.298.725

96,15%

98,55%

64,10%

22.

Suksesnya
Keluarga
Berencana
dan
terciptanya
keluarga
berkualitas.

- Cakupan
peserta KB
aktif.

- Persentase
keluarga
Pra
sejahtera
dan

Sejahtera I.

87,01%

35%

53,31%

64,30%

Prog.
Pembinaan
Keluarga
Berencana

Prog.
Pemberdayaan
dan
Peningkatan
Keluarga
Sejahtera

Prog.
Pengendalian
Penduduk.

279.362.425

1.163.551.475

226.431.200

274.982.450

1.160.306.475

224.156.200

98%

99,72 %

99%
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3.1

3.2

BAB Il

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada
Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas
untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan
kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan,

pengawasan, dan pelaporan.

Gambaran Umum Pelaksanaa Tugas Pembantuan (TP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi juga
menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2021. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor

39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
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3.3

serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

Capaian Kinerja Pelaksaan Tugas Pembantuan

Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga memberikan Dana Tugas
Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas
Pembantuan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dialokasikan
oleh 5 (lima) Kementerian yang tersebar pada 5 (lima) Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) lingkup Provinsi yaitu :

1) Kementerian Pertanian terdiri dari 2 (dua) OPD yaitu Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan;

2) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;

3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola
oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengabh;

4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Sulawesi Tengah.

3.1.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

1. Target Kinerja
Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan sebesar Rp. 153,632,980,000,-
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dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 151.256.511.107.- atau
sebesar 98.45 persen dengan realissi fisik mencapai 100 persen dengan
sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp. 2.376.468.893.- atau sebesar

1,55 persen sebagaimana di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Rekapitulasi APBN Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi
Tahun Anggaran 2021

. Realisasi Keuangan Fisik :
No. Uraian Anggaran 5 Sisa Dana
(Rp) %) | (%)
1 2 3 4 5 6 7
1 | Tugas 153,632,980,000 | 151,256,511,107 | 98.45 | 100.00 | 2.376.468.893

Pembantuan
Lingkup Provinsi

JUMLAH

TOTAL 153,632,980,000 | 151,256,511,107 | 98.45 | 100.00 | 2.376.468.893

Sumber Data : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Alokasi anggaran tersebut diatas terdiri dari 2 Fungsi 3 Sub Fungsi dan 11

Program serta 33 Kegiatan, adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan

program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2021

sebanyak 5 (lima) Perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 103.838.963.000,- penyerapan
keuangan sebesar Rp. 102.158.287.198,- atau 98,38 persen dengan
realisasi fisik mencapai 100 persen dengan dana blokir sebesar Rp.
42.946.000.- yang terdiri dari 3 program dan 15 kegiatan sebagaimana

disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.2

Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2021

Fungsi/Sub
Fungsi/Program/Kegiatan

Pagu

Realisasi

(Rp)

(%)

Fisik
(%)

Lokasi

1

2

3

Fungsi
Sub Fungsi

Program

Kegiatan

Kegiatan

Program

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program

Kegiatan

: Ekonomi
: Pertanian, Kehutanan,

Perikanan dan
Kelautan

: Nilai Tambah dan

Daya Saing Industri

. Pasca Panen,

Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan

: Pengolahan dan

Pemasaran Hasil
Hortikultura

. Ketersediaan, Akses

dan Konsumsi
Pangan Berkualitas

: Pengelolaan Produksi

Aneka Kacang dan
Umbi

: Pengelolaan Produksi

Tanaman Serealia

: Pengelolaan Sistem

Perbenihan Tanaman
Pangan

: Pengelolaan Air Irigasi

Untuk Pertanian

: Perluasan dan

Perlindungan Lahan
Pertanian

: Pengelolaan Sistem

Penyediaan dan
Pengawasan Alat
Mesin Pertanian

. Fasilitasi Pupuk dan

Pestisida

. Fasilitasi Pembiayaan

Pertanian

: Peningkatan Produksi

Sayuran dan Tanaman
Obat

: Peningkatan Produksi

Buah dan Florikultura

: Dukungan

Manajemen

: Dukungan Manajemen

103.838.963.000
103.838.963.000

6.334.980.000

5.791.146.000

543.834.000

4.471.718.000

18.505.346.000

6.097.260.000

44.677.107.000

17.330.000.000

1.452.650.000

215.000.000

3.525.075.000

224.280.000

1.185.000.000

1.260.000.000

3.032.265.000

102.158.287.198
102.158.287.198

6.314.374.526

5.779.302.526

535.072.000

92.816.812.072

18.418.308.900

5.897.947.062

43.344.788.000

17.330.000.000

1.452.167.112

214.650.000

3.503.530.100

224.280.000

1.174.049.220

1.257.091.678

3.027.100.600

98,38
98,38

99,67

99,80

98,39

98,25

99,53

96,73

97,02

100,00

99,97

99,84

99,39

100,00

99,08

99,77

99,83

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Prov.
Sulawesi
Tengah

Prov.
Sulawesi
Tengah

Prov.
Sulawesi
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dan Teknis Lainnya 1.459.145.000 1.454.580.600 100.00
pada Ditien Tanaman
Pangan

: Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Prasarana dan Sarana
Pertanian

: Peningkatan Usaha
Dukungan Manajemen
dan Teknis Lainnya
pada Ditjen
Hortikultura

99,69 Tengah

Kegiatan

1.453.120.000 1.453.120.000 | 100,00 | 100.00

Kegiatan

120.000.000 119.400.000 | 99,50 | 100.00

Total 103.838.963.000 | 102.158.287.198 | 98,38 | 100.00

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (di olah kembali)

a. Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 22.537.627.000,- dengan

penyerapan keuangan sebesar Rp. 21.972.170.760,- atau 97,49 persen
dengan realisasi fisik mencapai 100 persen yang terdiri dari 3 program

dan 13 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

Fungsi/Sub Realisasi . :
: : Pagu Fisik | | okasi
Fungsi/Program/Kegiatan (Rp) (%) (%)
1 2 3 4 5 6
Fungsi : Ekonomi 22.537.627.000 | 21.972.170.760 | 97.49 | 100.00
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, 22.537.627.000 | 21.972.170.760 | 97.49 | 100.00
Perikanan dan Kelautan
Program : Nilai Tambah dan Daya | 12.646.726.000 | 12.540.194.360 | 99.16 | 100.00 Prov.
Saing Industri Sulawesi
Kegiatan : Pengembangan 6.515.173.000 | 6.513.775.400 | 99.98 | 100.00 | Tengah
Kawasan Tanaman
Tahunan dan Penyegar
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Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program

Kegiatan

Kegiatan

: Penguatan Perlindungan

Perkebunan

. Pasca Panen,

Pengolahan (Hilirisasi)
dan Pemasaran Hasil
Perkebunan

: Penguatan Perbenihan

Tanaman Perkebunan

: Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perkebunan

. Ketersediaan, Akses

dan Konsumsi Pangan
Berkualitas

: Pengelolaan Air Irigasi

Untuk Pertanian

. Fasilitasi Pembiayaan

Pertanian

: Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Prasarana
dan Sarana Pertanian

: Pengendalian dan

Penanggulangan
Penyakit Hewan

: Penyediaan Benih dan

Bibit Serta Peningkatan
Produksi Ternak

: Peningkatan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

: Dukungan Manajemen
: Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Peternakan

: Pengembangan

Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Ternak

531.519.000

1.644.850.000

974.359.000

2.980.825.000

9.603.949.000

4.370.000.000

370.900.000

881.159.000

366.570.000

3.272.720.000

342.600.000

286.952.000

259.952.000

27.000.000

531.331.000

1.567.706.100

959.096.860

2.968.285.000

9.149.287.900

4.369.717.000

370.484.100

880.010.100

366.505.000

2.827.161.400

335.410.300

282.688.500

255.688.500

27.000.000

99.96

91.06

98.43

99.58

95.27

99.99

99.89

99.87

99.98

86.39

97.90

98.51

98.36

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Prov.
Sulawesi
Tengah

Sigi,
Donggala
Poso dan
Banggai

13 Kab/
Kota

Kota Palu

Disbunak
Provinsi

Kota Palu

Total

22.537.627.000

21.972.170.760

97,49

100.00

b.

Provinsi

Sumber Data : Dinas Perkebunan dan Peternakan (di olah kembali)

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah

Sulawesi

Tengah

sebesar

Rp.

161.220.000,-

dengan

penyerapan keuangan sebesar Rp. 161.050.000,- atau 99,89,- persen
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dan realisasi fisik mencapai 100 persen yang terdiri dari 1 program dan

1 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

Fungsi/Sub Realisasi o :
_ _ Pagu Fisik | |okasi
Fungsi/Program/Kegiatan (Rp) (%) (%)
1 2 3 4 5
Fungsi : Ekonomi 161.220.000.- | 161.050.000.- | 99.89 | 100.00

Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, | 161.220.000.- | 161.050.000.- | 99.89 | 100.00
Perikanan dan
Kelautan

Program : Pengelolaan 161.220.000.- | 161.050.000.- | 99.89 | 100.00
Perikanan dan
Kelautan

Kegiatan : Pengelolaan Kapal 161.220.000.- | 161.050.000.- | 99.89 | 100.00 | Prov.
Perikanan, Alat Sulawesi
Penangkapan lkan Tengah
dan Pengawakan
Kapal Perikanan

Total 161.220.000.- | 161.050.000.- | 99.89 | 100.00

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan (di olah kembali)

a. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 24.178.640.000,-
penyerapan keuangan sebesar Rp. 24.048.777.149.- atau 99,46,-
persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen yang terdiri dari 2

program dan 2 kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :
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Tabel 3.5

Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

Fungsi/Sub Realisasi Fisik :
Fungsi/Program/Kegiatan e (%) Lzl
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
Fungsi : Ekonomi 24.178.640.000.- | 24.048.777.149.- | 99.46 | 100.00
Sub Fungsi : Pengairan 24.178.640.000.- | 24.048.777.149.- | 99.60 | 100.00
Program : Ketanahan sumber | 23.621.606.000.- | 24.048.777.149.- | 99.60 | 100.00
Daya Air
Kegiatan : Operasi dan 23.621.606.000.- | 24.048.777.149.- | 99.60 | 100.00 | Sulawesi
Pemeliharaan Tengah
Sarana dan
Prasarana SDA
serta
Penanggulangan
Darurat Akibat
Bencana
Program : Dukungan 557.034.000.- 521.931.649.- | 93.70 | 100.00 | Sulawesi
Manajemen Tengah
Kegiatan : Dukungan 557.034.000.- 521.931.649.- | 93.70 | 100.00
Manajemen Ditjen
Sumber Daya Air
TOTAL ANGGARAN 24.178.640.000.- | 24.048.777.149.- | 99.46 | 100.00

Sumber Data : Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (di olah kembali)

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah

sebesar

Rp.

2.916.530.000,-

sedangkan penyerapan keuangan sebesar Rp. 2.916.226.000,- atau

99,98 persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen yang terdiri dari 2

program dan 2 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.6

Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

Fungsi/Sub

Fungsi/Program/Kegiatan

Pagu

Realisasi

(Rp)

(%)

Fisik
(%)

Lokasi

1

2

3

Fungsi

Sub Fungsi :

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

. Perumahan dan

Fasilitas Umum

Perumahan dan

Fasilitas Umum

Lainnya

: Daerah Tertinggal,
Kawasan
Perbatasan,
Perdesaan an
Transmigrasi

: Pembangunan dan
Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi

: Dukungan
Manajemen

: Dukungan
Manajemen Eselon |
Direktorat Jenderal
Pembangunan dan
Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi

2.916.530.000.-

2.916.530.000.-

2.717.006.000.-

2.717.006.000.-

199.524.000.-

199.524.000.-

2.916.226.000.-

2.916.226.000.-

2.716.972.000.-

2.716.972.000.-

199.254.000.-

199.254.000.-

99.98

99.60

99.99

99.99

99.86

99.86

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Prov.
Sulawesi
Tengah

Prov.
Sulawesi
Tengah

TOTAL ANGGARAN

2.916.530.000.-

2.916.226.000.-

99.98

100.00

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di olah kembali)

3.2 Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan program dan kegiatan

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 yang terdapat pada 5 (lima)

perangkat daerah yang menerima alokasi dana Tugas Pembantuan secara

keseluruhan telah mencapai target yang telah direncanakan, baik penyerapan

keuangan maupun realisasi fisik atau pencapaian output kegiatannya. Namun
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ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai target fisiknya karena mengalami

kendala dan hambatan di lapangan diantaranya :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah tidak
terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu
pengadaan kapal sebanyak 8 (delapan) unit namun akibat adanya
Refocusing Anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Output
pelaksanaan pengadaan kapal dimaksud tidak dapat dilaksanakan
sehingga output yang dihasilkan adalah berupa dokumen perencanaan
pembangunan kapal.

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat
pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
berupa Pengadaan kontainer Depo sebanyak 16 Unit tidak dapat
terlaksana karena kendala transportasi barang dari luar negeri sehingga
tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena terkendala dengan lamanya

pengiriman barang dari luar negeri.

Selain dari 2 (dua) dinas diatas perangkat daerah yang lainnya tidak
mengalami kendala dan hambatan yang cukup berarti. Sebagian besar
penyebab dari penyerapan yang tidak mencapai target yang ada pada
perangkat daerah adalah kondisi pandemi Covid 19 yang belum terkendali dan
adanya kebijakan pengalihan alokasi anggaran (refocusing) untuk penanganan

Covid-19, sehingga sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan
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3.3

khususnya kegiatan fisik yang berlokasi di Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tengah, sehingga menyebabkan kegiatan — kegiatan fisik tertunda bahkan
tidak terlaksana, bahkan beberapa perangkat daerah tidak dapat

melaksanakan kegiatannya akibat refocusing tersebut.

Saran dan Tindaklanjut

Terkait upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
perangkat daerah khususnya penerima dana yang bersumber dari APBN -
Tugas Pembantuan (TP) lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dapat kami
sampaikan sebagai berikut :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Terkait dengan upaya yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sulawesi Tengah adalah melakukan koordinasi ke Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jeneral Perikanan Tangkap
untuk dapat menganggarkan kembali Kapal bantuan tersebut di Tahun
Anggaran berikutnya dan melakukan koordinasi ke kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah
untuk mengalokasikan bantuan kapal yang rencananya akan disalurkan
kepada masyarakat nelayan.

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Terkait dengan upaya yang di lakukan oleh Perkebunan dan Peternakan

Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah agar
melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Pengadaan terkait teknik
perencanaan untuk pengadaan kontainer dan pengadaan barang lainnya di
tahun-tahun berikutnya khususnya pengadaan barang yang berasal dari

luar negeri.
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BAB V
PENUTUP

Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengalami
peningkatan capaian yang signifikan sehingga mampu memberi kontribusi bagi upaya
pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah provinsi Sulawesi Tengah. Pada hakekatnya
program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2021 ini yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran

program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan kinerja tersebut adalah berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat
dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan akan memberikan tambahan penguatan
untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun demikian masih dibutuhkan kerja keras,
semangat, kemampuan dan dukungan moral yang kuat bagi pembangunan di daerah ini,
mudah-mudahan kinerja yang dicapai pada tahun 2021 ini dapat lebih meningkat pada tahun-
tahun mendatang dan segala kekurangan yang ada dapat kita jadikan koreksi bagi peningkatan

kinerja Penyelenggaraan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2021 menjadi
kebanggaan kita bersama dan perlu disyukuri. Oleh karena itu disampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinanan dan Anggota
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas

dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini

Semoga allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Taufig dan Hidayah-Nya

serta melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.
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BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
4.1 Urusan Pendidikan
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
4.1.3 Realisasi
4.1.4 Anggaran
4.1.5 Dukungan Personil
4.1.6 Permasalahan dan Solusi
4.2 Urusan Kesehatan
4.3 Urusan Pekerjaan Umum
4.4 Urusan Perumahan Rakyat
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4.6 Urusan Sosial

4.7 Program dan Kegiatan
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